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RINGKASAN 

Pola Icgislasi dalam sislcm jaminan sosial nasional bc\um cukup bcrarli mclindungi 
PML Hal ini clapal ditunjukkan mclalui aspck sublansi, slrukmr dan kultur. D;\ri aspck 
5ubstansi, adrcsat nonna yang bcrkonscp spcsifik tckni s tcrkait cksislcnsi perlindungan 
pckcrja migran Indonesia mas ih kosong. Dari aspck struk tur hokum, pelembagaan 
j amiuan sosial nasionai yang d iwujudkan da lam bcntuk badan penyelcnggara j aminan 
sosia l dcngan po la dua jalur, yai lu BPJS ketcnagakcrjaan dan BPJ S kcscha tan , dalam 
pclaksanammya tidak adaptatifdan signifikan melindungi hak konSlill1s ional prvl 1. Hal 

ini terhubung dengan kultur pelaksanaan jaminan sosial kc!cnagakerjaan yang selama 

in i pernah dilaksanakan olch PT. JAMSOSTEK, yang memberikan laya ll an j nnl innn 
sosia l me liput i jaminan sosial kesehatan maupull j aminnn sosial kctcnagakerj aan . 
Adresat norma ya ng berkonsep spesifik tekni s mclindungi PMI hanya dilCJlmkan 
da lam pcraturan pcrundanga-undangan sek toral bid:mg ketcnagakerj:lan kh ususnya 
Pemlen'lker No.7 T ::lIlUtl 20 17 tentang Program Jaminan Sosial Tennga Kelja 
Indones ia . Jaminan pcrl indungan dalam Permenaker terse but masih scbatas tcrhadap 
PM I pada fa se pra-pcncmpatan , dan puma pCllcmpat:tn. Padn !:1SC pcncmpataJl , tidak 
tcrsedia jaminn n peri indungan tcrhadap PMl. Jika ditclaah Icbill eennat , perl indungan 

jaminan sosia l tcrhadap PMl tcrscbUl, baru sebatas jamintll1 sosial kCicnagakc ljaan. 
bclum meliputi jaminan sosial kcschatan. Pada titik ini jclas mempcrlihalkan bahwa 
bclum tcrintcgrasinya pcrlindungan PMl di dalam sistclll j aminan sosial nasional. 
Peneliti all ini mcrupakan pcncliLian yuridis dengan mCl1ggul1akan pcudckatall 
structura l fUllgsionai , dimana sistcm jaminan kesehalan hagi PM ! dikaji struktur dan 

fungsinya, untuk dillil ai prospek dan cOllstrailltnya (procons). Pencli tian lahap pertama 
mclakukan idcnti fikasi problemalika bcrlakunya sistem pcrl indungnn yang berlaku, 
baik dari aspck struktur, substallce dan ku llurnya. Penclit ian ini mcncmukan bahwa 
dalam skema pcnye lenggara jaminan social yang berlaku, BP1S Kcsehatan belulll 
bcrperan mcngin isiasi rncJinrlungi hak konstitusional PM !. Sistcm ini belum tegas 
menenlllkan arah pcrlindungan tcrhada p PM! karcna hanya tnasa pcrali han, system 
build ing dan lllasa crckti f opcras ioanal BP 1S keschatan. Mcngenai larger kcpcscrtaan 
BPJS Kcschatan, tidak Icrgambarkan katcgorisasi kcpcsertaan PMI, schingga 
eksistcll si PM! mclcbur dalam kepescrlaan BPJS Kcschata n sccara Ul1llllll . Olch 
karenanya pad a (ahap beriklltnya diharapka n dapal tcrsllsunnya suall! skema j aminan 
keschatan bagi PMI yang scear:! tegas adrcsat norma spcsifik tckni s terhadap PM I 
kare na karaktcri stik PMI yang khns dan un ik bcrbeda dcngan kcpcscrtaan BPJS 
Kesehatun la innya. 
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BABI 

PENDAHULUAN 

I. L:ttar Bcl:lkang Masalah 
Penclitian ini bertitik tolak dari proposisi mcngapa dipcrlukan skcma pcrlindungan 

jaminan sosial keschatan integratif tcrhadap Icmlga kClja Indonesia di luar ncgcri . 

Proposis i ini scsungguhnya ingi n mcncgaskan bahwa perlu schuah cksplanasi 

argumentatif yang mendeskripsiknn tentang kctcrbuluhan akan pc rlindungan 

jaminan sosial kcschatan tcrhadap tenaga asing yang bckclja d iluar negc ri sebagai 

latar belakang penci itian. 

Jutaan Warga Ncgara Indonesia bckcrja di Lua .. Ncgcri. baik dilengkapi 

dengan dokulll cn maupull yang tidak berdokllmen. Dari Tabcl I Icrlihat nw),ori l <1s 

mcreka bckerja di scktor-scktor in formal yang dih indari olch wa rga loka l ka rena 

sifa t pekcrjaannya yang dallgerous, dirty llIlll dijJicull (Harkins, 2016). 

Tabel 1: JlJlulah dan Sektor Pekerj:l:tll PMI (2013-2017) 
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kesehatan ini tidak diimbangi dengan adanya kerilUdahan akscs terhadap keschatan 

mereka, mengingat adanya pengecualian distribusi kesejahteran sosial dan 

kesehatan bagi warga negara asing olch negara setempat, (pace, 2009) sementara 

di sisi lain, batas yurisdiksi wilayab negara menyebabkan adanya keterbatasan 

wewenang Negara untuk mendistribusikan kesejahteraan sosial dan kesehatan bagi 

TKI di luar Negeri. (Ellermann, 2009). Penelitian terdahulu menemukan berbagai 

kasus yang menggambarkan sekaligus me!1gkonfrimasi tentang belum 

terlindunginya jaminan sosial kesehatan terhadap warga Negara Indonesia yang 

berprofesi sebagai tenaga kerja di luar negeri. Realitas objektif ini secara filosofis, 

teoretis, yuridis maupun praksis menimbulkan problematika. Secara filosofis, 

mengemuka problematika yang bersentuhan dengan "keadilan sosial" yang menjadi 

salah sam tata nilai serta cita Bangsa Indonesia. Adalah sebuah ironi, ~ .. lam suatu 

Negara yang memiliki basis nilai dan cita hendak mewujudkan keadilan sosial bagi 

seluruh rakyat Indonesia, namun belwn menyediakan akses sarana perlidungan 

jaminan ~osial kesehatan terbadap warga negaranya yang berprofesi sebagai tenaga 

kerja yang bekerja di luar negeri, sementara disisi berbeda terhadap warga Negara 

lain, akses sarana perlindungan jaminan sosial kesehatan telab lebih berkepastian 

karena ditopang perangkat pengaturan, pengorganisasian serta tatalaksana yang 

telah berlangsung sejak berlaku efektifnya BPJS kesehatan. 

Secara teoretis, eksistensi Negara, yang ditinjau dari spektrum kelahiran dan 

tujuan dia dilahirkan adalah memproduksi kebaikan. Jadi Negara adalah 

repersentasi kebaikan bahkan kebaikan itu sendiri. Kebaikan hams selalu hadir 

dalam suatu negara, yang dipresentasikan melalui kekuasaan yang mclckat dalam 

dirinya. Jika realitas menunjukan tentang berbagai kaslls karena belum tersedianya 

akses sarana perlidungan jaminan sosial kesehatan terhadap tenaga kerja Indonesia 

di luar negeri, Maka hal ini berartj bahwa Negara belulD uhadir" memberi arli atas 

keeksistensiannya untuk memproduksi kebaikan. Bahkan daTi spektrum 

konstitusional, hal ini terbaca sebagai pengabaian atas kewajiban konstitusional 

terhadap warganegaranya. 

Secara yuridis, Meski telah dilakukan pemutakhiran terhadap pengaturan 

perlindungan jaminan sosial kesebatan terhadap pckerja, diantaranya melalui 
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Badan Penyelcnggara Jaminan Sosial Kescbatall, tetapi perlidWlgan jaminan sosial 

kesehatan yang mengadres pada tenaga kerja Indonesia di luar negeri belwn 

tersentuh sarna sekali. Belum tersentuhnya adresat norma terhadap PMI terkait 

jaminan perlidungan jaminan sosial kesehatan, karena seeara yuridis SUbjek hukum 

ini, memiliki karakteristik dan khas. Kemudian dari pada itu, Pola legislasi berkait 

dengan Jaminan sosial (kesehatan) yang seharnsnya berkarakter interdepartemental 

serta komplementaris, belum maksimal terkelola mendekati ideal. Hal ini pada 

akhimya memperlihatkan bukan saja terciptanya gagal harmoni dan gagal sinkron, 

bahkan kelalaian membentuk pola pengatuian yang lebih integral, yang melahirkan 

kekosongan pengaturan hukum terhadap akses perlindungan jaminan sosial 

kesehatan jaminan sosial terhadap pekerja Indonesia yang bekerja di Luar 

negeri.Sebagai konsekuensi dari problematika filosofis. teoretik serta yuridis yang 

digambarkan di atas, maka berimbas pada problematika Praksis. Apa yang 

terhampar dalam realitas objektif. sesungguhnya diakibatkan karena tidak terkelola 

dengan baiknya rentetan problematika yang digambarkan sebclumnya. 

Rentetan problematika yang tidak tunggal sebagaimana digambarkan di 

atas, seeara ekstrak elaboratif terurai dalam narasi- berikut. Dengan menetapkan 

kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia sebagai tujuan yang termuat di dalam Dasar 

Negara Pancasila, sewajamyalah jika aspek kesehatan juga menjadi bagian penting 

dari system penyelenggaraan kesejahteraan sosial seluruh warga Negara, tennasuk 

yang bekerja di luar negeri. Apabila merujuk pada Deklarasi-deklarasi dan 

Konvensi-konvensi Perlindungan HAM serta Undang-undang nomor 36 Tahun 

2009 tentang Kesehatan (Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 

5063 Tahun 2009, selanjutnya disebut UU no. 36 Tahull 2009). jelas bahwa 

kesehatan merupakan hak asasi manusia yang harns dilindungi. Namun sayangnya, 

sistem perlindungan kesehatan yang berlaku saat ini sangat dibatasi oleh batas 

territorial Negara, sehingga ketika seorang warga Negara melakukan migrasi ke 

luar wilayah Negara, perlindWlgan kesehatan atas warga Negara tersebut oleh 

Negara seolah-olah terhenti. Inilah karakteristik dan kekhasan dari PMI, sehingga 

dalam tataran praktek penyusunan peraturan perundang-undangan melahirkan 

kerumitan dalam merumuskan norma perlidungan jaminan sosial kesehatannya. 
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Melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahwl 2004 Tentang Sistcm Jaminan 

Sosial Nasional (UU SJSN), Negara berusaha mengatur dan menjamin 

kesejahteraan sosial masyarakat, me]alui: 

1. Jaminan Sosia] Kesehatan 

2. Jaminan Sosia] Pensiun dan Tabungan Hari Tua 

3. Jaminan Sosial Kecelakaan Kerja 

4. Jaminan Sosial Kematian 

Sementara melalui Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan 

Penyelenggara Jaminan S05ial (UU BPJS), sistem jaminan sosial Nasional dibagi 

ke dalam dua sub-sistem jaminan sosial, yaitu jaminan ketenagakeIjaan dan 

jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh dua Badan, yaitu BPJS Kesehatan 

dan BPJS KetenagakeIjaan. BPJS Kesebatan menyelenggarakan sistem jaminan 

kesehatan, sementara BPJS Ketenagakeljaan menyelcnggarakan jaminan Jaminan 

Sosial Pensiwl dan TabWlgan Hari Tua, Jaminan Sosial Kecelakaan KeIja dan 

Jaminan Sosial Kematian. Penyelenggaraan sistemjaminan sosial seperti ini secara 

normative dan konseptual tidak menimbulkan permasalahan, sekalipun dalam 

pelaksanaannya mWlcul masalah-masalah dalam pelaksanaannya. Masalab

masalah tersebut diakibatkan adanya kelemahan dalam proses pemisahan jaminan 

kesehatan dari sistem JAMSOSTEK, sebagai lembaga yang sebelumnya 

menyelenggarakan jaminan sosial ketenagakerjaan. Permasalahan normative dan 

konseptual baru muncul ketika system ini diterapkan bagi penyelenggaraanjaminan 

kesehatan bagi PMl 

Perlindungan bagi PMI mela1ui Undang-undang, untuk pertama kali diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan 

Perlindungan Tenaga KeIja Indonesia di Luar Negeri (UU No. 39 Tahun 2004). 

Pemerintah juga menetapkan Tnstruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2006 lentang 

Kebijakan Reformasi Penempatan dan Perlindungan Tenaga KeIja Indonesia 

(Inpres No. 6 Tahun 2006) dalam rangka mengoptimalkan upaya perlindungan 

terhadap TKI dan membentuk Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan 

Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Dalam tataran peraturan petaksanaan, 
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Pemerintah mcngeluarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pcnempatan dan Perlindungan Tenaga Kelja di Luar 

Negeri. Kebijakan-kebijakan tersebut temyata tidak efektif dalam meningkatkan 

pelayanan dan perlindungan PMI di Luar Negeri. Ketidakefektifan tersebut 

disebabkan karena secara substansial UU Nomor 39 Tabun 20041ebih berperspektif 

pengaturan tata niaga penempatan PMI di Luar Negeri daripada perlindungan calon 

PMI yang akan bekelja di luar negeri atau PMI yang telah berada di luar negeri. 

Kelemahan institusional juga menjadi factor berpengaruh pada efektifitas 

perlindungan hukum bagi PMI. Pengaturan kewenangan lembaga-lembaga dalam 

UU Nomor 39 Tahun 2004 yang kw·ang tepat, menyebabkan saling tumpang tindih 

kewenangan Kemenakeruans dan BNP2TKI. Kelemahan ini diperburuk dengan 

belum dibuatnya peraturan pelaksana yang diamanatkan oleh Undang-undang 

tersebut sarna sekali. 

Peraturan perundangan mengenai perlindungan bagi PMl di atas sayangnya 

bukan hanya belum menjangkau instrumen khusus terhadap perlindungan jaminan 

sosial kesebatan yang ideal (objektif), tetapi bam sebatas melindwlgi pekeIja 

migran yang prosedural saja (subjektif). Padabal dalam realita, jutaan pekelja 

migran Indonesia tidak berangkat melalui prosedur resmi (non-prosedural). Dari 

mereka yang berangkat sesuai prosedur dan dilengkapi dengan dokumen resmi 

(documented) pun, dengan berbagai sebab, mereka bisa menjadi pekerja migran 

yang tidak berdokumen (undocumented). Bagi mereka yang berangkat sesuai 

prosedur yang ditetapkan, perlindungan kesehatan dilakukan melalui mekanisme 

asuransi yang diwajibkan dalam kontrak kerja antara pekerja dengan majikan 

dimana PM1 tersebut bekerja. Coverage dari asuransi kesehatan tersebut, hiasanya 

hanya terbatas pada gangguan kesehatan yang diakihatkan oleh pekerjaan, tidak 

menjangkau pada gangguan kesehatan oleh sehab-sebab lainnya. 

Dengan demikian, masalah perlindungan kesehatan bagi PMI dapat kita 

identifikasi menjadi: perlindungan kesehatan bagi PMI prosedural dan 

perlindungan kesehatan bagi PMI non-prosedurallundocumentedlillegal. 

Perlindungan kesehatan bagi PMI prosedural mengikuti sistem perlindungan 
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kesehatan yang berlaku di wilayah Negara tempat mereka bekeIja. SekalipWl telah 

diatur dengan baik, beberapa studi mcnunjukkan bahwa terjadi praktek 

penyimpangan, dimana premi yang seharusnya dibayar oleh majikan, temyata 

dibayar sendiri oleh pekerja migran dengan pemotongan gaji. Studi yang dilakukan 

oleh Nonnah Awang Noh et.at. (20 16) juga menunjukkan adanya diskriminasi yang 

diterima oleh pekerja migran ketika mereka mendapatkan layanan dari fasilitas

fasilitas kesehatan setempat. Sementara bagi PMI tidak berdokumen/illegal, akan 

sulit mengakses fasilitas kesehatan resmi, bahkan di Negara seperti Malaysia, hal 

ini tidak mungkin dilakukan dengan adanya ancarnan pidana bagi dokter dan staf 

kesehatan lain apabila terbukti memberikan pertolongan bagi pekerja migrall illegal 

(Tjitrawati, 2017) 

Kelemahan-ke1emahan tersehut diupayakan perbaikannya melalui 

dikeluarkannya Undang-undang No. 18 Tahun 2018 tentang Pekerja Migran 

Indonesia, yang berusaha menjangkau, tidak hanya pekerja migran yang prosedural 

dan berdokumen, namun juga yang tidak prosedural dan tidak berdokumen. Narnun 

demikian, tetap saja ada celah kelemahan dari Undang-undang ini dalam 

memberikan perlinduDgan bagi PMI, khususnya PMI yang tidak berdokumen. 

Dalam keadaan demikian, seharusnya Negara tetap hadir dalam memberikan 

perlindungan kesehatan bagi PMI melalui mekanisme perlindungan bagi Warga 

Negara Indonesia di luar negeri. 

2. Rumusan Masalab 
Selaras dengan tujuan yang ingin dicapai melalui Renstra Universitas 

Airlangga 2015-2019 dan RIP 2016-2020 untuk mengbasilkan karya unggul yang 

mempunyai nilai guna sebagai formula penyelesaian masalah dalam masyarakat, 

dalam hal ini adalah peningkatan aksesabilitas penduduk miskin terhadap layanan 

kesehatan, maka penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab pennasalahan

pennasalahan di bawah ini: 

a. Apakah economic. sosiai alld administrative impact pemisahan 

penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan dengan jaminan sosial 

ketenagakerjaan bagi tenaga keIja Indonesia di Luar Negeri?; 
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b. Bagaimami pengaruh pemisahan penyelenggaraan jaminan sosial 

kesehatan dengan jaminan sosial ketcnagakerjaan bagi tenaga kerja 

Indonesia di Luar Negeri terhadap efisiensi dan efektifitas pengelolaan 

sistem pendistribusian kesejahteraan sosial masyarakat?; 

c. Bagaimana filosofi, teori dan konsep pendistribusian kesej3.hteraan 

sosial masyarakat yang ideal (da ... sol/en) ha111s dibangun demi 

mencapai tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan umum 

sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Dasar Tahun 

1945?; 

d. Bagaimana mengintegrasikan berbagai kepentingan unsur-unsur yang 

berpengaruh dan para pengemban kepentingan (stake holders) dalam 

penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi tenaga kerja Indonesia di 

Luar Negeri? 

e. Bagaimana skema perlindungan jamillan sosial kesehatan bagi tenaga 

kerja Indonesia di luar negeri yang integratif yang dapat digunakan 

sebagai sarana oleh Negara untuk memberikan jaminan atas akses 

kesehatan bagi warganegaranya dirnana pun mereka berada? 
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2.1. State of the Art 

BABIl 

TIN.JAUAN PUSTAKA 

Pelayallan kesehatan yang dibcrikan bagi C PMI aHl\I PMI akan mempcngamhi 

dc raj at kesehiltan para PM l maupun masyarakat pad a ul11umnya (Tjitrawati, 2016). 

D ikaitkan dcngan tahapan-tahapan pcncmpatan CPMI dan PM! dan prosedurnya, 

maka pcrlindungnn kcsehatan bagi PM I juga disesuaikan dcngan kcbutuh<lll dan 

SitU3Si yang Icrkait dengan proses dan lahapan (crscbui. Bersesuaian dcngan 

permasulahan l illlUIll yang tcrjudi pada proses pcnempalan Pt\'fI , Illaka 

pennasa lahan pcrlindungan kcsehatan juga mcngikutinya . Pada lahar pm 

pcnClllpatan, pcrmasalahan kcsehatan berkait dengan masa lah pc rekrutan yn llg 

nonproscdural. scperti (Kemcnkes. 20 IS); ( 1) pcmalsuan idcnl.ilas dokurnen 

pcmbcrangkatan: (2) proscs pClllcriksaan kcschat.ul yang, tidilk lllclllt.:nuhi slandar: 

scrta (3) perbedaan standar dan mC lode pemeriksaan kcschat:lll di Ilcgera 

pcncmpat:ln sehingga pcrbedaan penctapan ullIukji! to work . Penclapan standar 

yang herheda. yang hiasanya standar di Indones ia Icb ih rendall. Jl1cnycbabkan 

CPM I dianggap tidak memcnuhi kunlifiasi schingga dipulangkan kcmbali kc 

Indonesia. Pasal 3 UU no. IS Tahull 20 18 tentallg Pcrl indu llgan PMI menegaskan 

bahwa PM I hams schatjasman i dan rohani, hal iui di pcltegas dcngan adanya sural 

ketcrangan schat bcrdasarkan hasil pcmeriksaan kcschalan dan ps iko logi sebagai 

persyaratall dokumen yang wajib dimiliki CPM I (Pasal 13 UU no . 18 Tahull 2017). 

Undang.undang ini masih baru dibcrlakukan sehingga be lulll dilcngkapi dcngan 

rcgulasi baru scbagai ;!Iuran pclaksananya , scningga Ill cngenai I)Cn yclc nggllrallll 

pclayanan keschata n bagi CPM I masih menggunakan Pcraturan Mcntcri Kcscba tan 

NomoI" 29 tahun 2013 sebagai acuan agar fa silitas, sarana prasarana, slllllbcr dayn 

dan pcmbcrian Inyanan kcschalan, SCrla pCnC~lIalan dan pelaporan scsuai standard . 

Dari FGD ya ng disc lcnggarabn sebclumnya , tcrungkap fakta bahwa dalam 

proses pemeriksaan keschntan scringka li tcrjadi praktck-praktt.:k rcbyasa agar 

CPM I yang bcrmasa lah diiz inkan uilluk bCrilngkat, scpcrli: yang dipcri ksa orang 

lain bukan C PM I yang bc rsangkutan, pcmalsuan umur, pcnyuapan tcrhadap 

pctugas keschatan yang mcrncriksa. instilusi kcschatan yang mcmcriksa tidak 
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memenuhi standar, dll. Pemeriksaan seperti ini menghasilkan hasil pemeriksaan 

kesehatan yang tidak memenuhi standar, sehingga menycbabkan banyaknya 

masalah kesehatan ketika PMI tersebut bekerja di luar negeri. (Tjitrawati, 2018). 

FGD juga mengungkap banyaknya fasilitas medical chek-up bagi CPMI yang 

ditunjuk Pemerintah yang tidak memenuhi standar pelayanan atau tidak 

melaksanakan pemeriksaan sesuai stan dar. Oleh karena itu perlu dilakukan 

pemberdayuan fasiHtas-fc'lsilitas kesehatan milik Pemerintah, seperti Puskesmas dan 

rumah sakit agar dapat melaksanakan pemeriksaan bagi CPMI. Pemeriksaan yang 

sesuai standar yang didukung oleh sistem pencatatan dan pelaporan yang baik akan 

menyempurnakan sistem perlindungan kesehatan bagi PMI, baik sebelum 

berangkat, pada saat penempatan maupun setelah penempatan. 

Perlindungan kesehatan bagi PMI tidak hanya penting bagi pekerja migran 

yang bersangkutan agar produktif ketika bekelja dan tetap sebat ketika kembali. 

Sebagai kelompok yang rentan terhadap masalah-masalah kesehatan mengingat 

mereka umumllya berasal dari keiompok ekonomi lemah, hidup di lingkungan yang 

tidak sehat dan bekerja di sector-sektor yang dirty. difficult alld dangerouse. Daiam 

keadaan demikian mereka juga rentan terhadap penularan penyakit menular yang 

membabayakan. Kerentanan PMI terhadap penyakit menuiar, termasuk penyakit 

menular seksual, sangat mungkin terjadi mengingat lingkungan tempat tinggal dan 

tempat kerja yang sangat tidak sehat Longgamya nilai-nilai sosial dan agama di 

iokasi tempat tinggal dan tempat kerja ditengarai menyebabkan adanya kasus-kasus 

penyakit akibat hubungan seksual, seperti penyakit kelamin dan HIV -AIDS. 

(Tjitrawati,2017). Ini berarti kepulangan PMI kembali ke tanah air juga potensial 

membawa bibit penyakit menular. Mobilitas kelompok ini lah yang menyebabkan 

mereka potensial sebagai pembawa penyakit, baik dari Negara asal ke Negara 

penerima atau sebaliknya. Kasus-kasus penularan HlV-AIDS dan penyakit

penyakit menular lainnya ban yak terjadi diantara para pekerja migran. (Tjitrawati, 

2015) Karakteristik demikian menyebabkan perlindungan kesehatan bagi PMI 

seharusnya tidak hanya dipandang sebagai perlindungan kesehatan individu 

semata, melainkan juga perlindungan kesehatan masyarakat pada umurnnya. Dalam 
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keadaan demikian, peran Negara dalam menyelenggarakan sistem pencegahan 

pcnyakit menular masyarakat sangat besar. 

Perlindungan kesehatan masyarakat dari aneaman penyakit menular dari 

luar negeri mensyaratkan adanya pengawasan kesehatall PMI yang akan keluar atau 

masuk wilayah Indonesia. Sistem pengawasan perbatasan Negara sampai saat ini 

belum memasukkan aspek kesehatan sebagai factor ancaman yang periu 

pencegahan dan penangkalan, kecuali apabila sedang terjadi wabab penyakit 

menular, seperti SARS, penyebaran virus H5Nl, dll (Tjitrawati, 2009). Jika benar

bellar ingin memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat umumnya 

dan/atau PMI kbususnya, maka diperlukan kerjasama peneegahan dan 

penanggulangan masalah kesehatan PMl antara Pemerintah Indonesia dan Negara 

penerima (Tjitrawati, 2016). SeCc1ra intemal perlu dilakukan penguatan dan 

penyediaan sarana-sarana kesehatan milik Pemerintah di wilayah-wilayah yang 

seeara tradisional digunakan oleh para PMl, baik yang berdokumen maupWl yang 

tidak berdokumen, untuk berangkat atau pulang kembali ke tallah air. Kerjasama 

yang lebih kuat antara Kementrian Kesehatan, Kementrian Ketenagakerjaan, 

Kementrlan Luar Negeri dan Kementrian Hukum dan HAM tentunya sangat 

diperlukan dalam menangani masalah ini. 

Perlindungan kesehatan terhadap PMI hendaknya juga dilakukan ketika 

PMl telah kembali ke tanah air. Studi yang dilakukan sebelumnya menunjukkan 

bahwa terjadinya penurunan derajad kesehatan yang signifikan pada CPMI sebelum 

berangkat dibandinglcan dengan setclah pulang kembali, khususnya bagi PMI yang 

tidak berdokumen. (Tjitrawati, 2017) Penanganan keschatan PMI yang telah 

kembaLi ke tanah air tentunya dapat diintegrasikan ke dalam penyelenggaraan 

jaminan sosial kesehatan masyarakat pada umumnya di bawah sistem BPJS 

Kesehatan. Bila demikian, maka perlu dilakukan mekanisme pengaturan yang baik 

agar mantan PMI yang bersangkutan tidak terputus jaminan perlindungannya ketika 

kembali ke tanah air, berkenaan dengan adanya ketentuan berakhimya masa 

perlindungan apabila peserta BPJS tidak membayar iuran da]am masa tertentu. 
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Berbagai permasalahan bcrkaitan del1gal1 pedindWlgan kesehatan bagi PMI 

yang bekerja di tuar negeri di atas menegaskan pedunya pengaturan jaminal1 

kesebatan PM! yang integrative, yang mampu melindWlgi dan menjamin kesehatan 

PMI, baik pada masa pra penempatan, penempatan dan pasea penempatan. 

2.2.Negara Hukum dan Perlindungan Warga Negara 

Pasal 1 Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 seeara 

jelas menegaskan bahwa Indonesia merupakan Negara hukum. Dalam tataran teori 

Negara hukum, terdapat pembedaan antara Negara hukum foonil dan Negara 

hukum materiil. Konsep negara hukum formal dilandasi oleh pemikiran untuk 

melakukan pengawasan yang kuat terhadap penyelenggaraan kekunsaan negnra, 

khususnya eksekutif. Stujuan penelitianementarn Negara hukum dalam arti materiil 

mempakan antitesis negara hukum dalam arti formil. Dalam kOllsepsi ini negara 

ditWltut Wltuk memperluas tanggung jawabnya kepada masalah-masalah sosial 

yang dihadapi masyarakat. Dimensi sosial ekollomi dari negara berdasar atas 

hukum adalah berupa kewajiban negara atau pemerintah dalam mewujudkan dan 

menjamin kesejahteraan sosial (kesejahteraan umum) dalam suasana sebesar

besarnya kemakmuran menurut asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat (Bagir 

Manan, 1999). Dimensi ini secara spesifik melahirkan paham negara kesejahteraan 

(verzorgingstaat, welfare state). 

Salah satu karakteristik paham negara kesejahteraan (welfare state) adalah 

adanya tanggung jawab pemerintah untuk mengupayakan bestulIrzorg atau 

penyelenggaraan kesejahternan umum. Adanya beslliurzorg ini menjadi suatu landa 

yang menyatakan adanya suatu welfare slate. (E.Utreeh, 1988) Pengertian welfare 

sedikitnya mengandung empat makna (Eddy Suharto): 

1. Sebagai kondisi sejahtern (well-being). Pengertian ini biasanya menunjuk 

pada istilah kesejahteraan sosial (sosial welfare) sebagai kondisi 

terpenuhinya kebutuhan material dan non material. Kondisi sejahtera 

terjadi manakala kehidupan manusia aman dan bahagia karena kebutuhan 

dasar akan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal dan pendapatan dapat 
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dipenuhi; serta manakala manusia memperoleh perlindungan dari resiko

resiko utama yang mengancam kehidupannya. 

2. Sebagai pelayanan s08ia1. Di Inggris, Australia dan selandia Bam, 

pelayanan sosial umumnya mengandung 1i~a bentuk, yakni jaminan sosial 

(sosial Security), meliputi pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan dan 

pelayanan sosial personal (personal sosial seviees). 

3. Sebagai tunjangan s081a1. Di Amerika Serikat, hal ini dilaksanakan dengan 

pemberian tunjangan kepada orang mi8kin, eaeat dan penganggur. Keadaan 

ini kemudian menimbulkan konotasi negatif pada istilah kesejahteraan, 

seperti kemiskinan. kemalasan ketergantungan, hal ini lebih tepat disebut 

"sosialillfare" ketimbang "sosial welfare". 

4. Sebagai proses atau usaha tereneana yang dilakukan oleh perorangan, 

lembaga 80sial, masyarakat maupun badan-badan pemerintah untuk 

meningkatkan kualitas kehidupan. 

Memperhatikan terminologi dari kata sejahtera sebagaimana digambarkan 

diatas dibubungkan dengan negara, maka berarti bahwa gagasan negara 

kesejahteraan dapat dipahami sebagai: (1) kondisi tereapainya tujuan yang 

diharapkan dalam suatu negara (goals); dan (2) sebagai proses daTi sebuah 

kebijakan yang dibuat dan diaplikasikan di dalam negara (instrument). 

Gagasan mengenai tujuan yang ingin dicapai datam mendirikan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) telmuat di dalam Pembukaan UUD RI 1945, 

dimana dinyatakan bahwa berdirinya NKRI ditujukan untuk melindungi segenap 

bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta untuk memajukan 

kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan demikian 

adalah kewajiban Negara untuk melindungi segenap warga Negara, baik dari aspek 

sosial, ekonomi, pertahanan keamanan dan aspek-aspek lainnya. Sebagai 

konsekuensi dari menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum, 

maka memberikan perHndungan hukum bagi warga Negara merupakan kewajiban 

yang tidak dapat diabaikan. Dengan demikian. perlindungan hukum yang 
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mcmpakan bagian spesifik dati pel'lindungall oleh Negara dalam arti luas tersebut. 

Perlindungan hukum oteh Negara bagi warganya, dimungkinkan hanya apabita 

Negara tersebut menjalankan kekuasaan berdasarkan rule oj law, dimana Sern1.la 

tindakan Negara harus seialu didasarkan pada aturan hukum yang valid, tidak 

didasarkan pada kekuasaan. Perlindungan hukurn bagi warga Negara, diwujudkan, 

antara lain, dalam bentuk: 

a. Perlindungan atas harkat dan martabatnya sebagai manusia yang 

dilindungi hak asasinya, baik hak yang bersifat derogatif maupun yang 

non-derogatif; 

b. Perlindungan daTi kesewenang-wenangan N egara atau aparat N egara; 

c. Perlindungan dari ancaman dan gangguan, baik yang besifat fisik 

maupun yang bersifat psikologis; 

d. Perlindungan yang diberikan oleh Negara melalui pembentukan 

peraturan perundangan yang menjamin setiap hubungan yang dilakukan 

warga Negara merupakan refleksi dari Ikeadilan, ketertiban. kepastian 

hukum dan/atau kemanfaatannya; 

e. Perlindungan bagi warga Negara untuk dijamin hak-haknya sekalipun 

ketika berhadapan dengan Negara dalam proses penegakan hukum; 

f. Perlindungan bagi setiap warga Negara dimanapun ia berada, sekalipun 

ia melakukan kejahatan atau berada di luar yurisdiksi Negara; 

g. Perlindungan bagi warga Negara yang berada di luar negeri ketika 

berhadapan dengan Negara setempat; 

h. Perlindungan tersebut bisa berkarakter preventif jika ditujukan untuk 

mencegah terjadinya sengketa diantara Negara dengan warga Negara 

atau diantara para warga Negara, atupun yang berkarakter represif 

melalui upaya-upaya penegakan olch Negara. 

Perlindungan Negara terhadap WNI, tidak mengenal batas wilayah 

yurisdiksi. Jika dalam kondisi tertentu, WNI berada dalam yurisdiksi Negara lain, 

Negara tetap dapat mernberikan perlindungan dalam batas-batas yang 

dimungkinkan menurut hukum intemasional. Hukum diplomatik dan konsuler 

intemasional mcmberikan kcwcnangan bagi Negara asal untuk membantu 
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warganya di bidang kekonsuleran telmasuk jika warga Negara tersebut berhadapan 

dengan Negara setempat. Pasa118 dan 19 Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 

tentang Hubungan Luar Negeri menegaskan bahwa Pemerintah Republik Indonesia 

melindungi kepentingan warga negara atau badan hukum Indonesia yang 

menghadapi permasalahan hukum dengan Negara atau warga Negara asing di Iuar 

negeri. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan pengayoman, perlindungan, 

dan bantuan hukum bagi warga negara dan badan hukum Indonesia di luar negeri. 

Selaras dengan asas equality before the law yang dijunjung tinggi datam sistem 

ketatanegaraan Indonesia, maka tidak ada pembedaan dalam pemberian 

perlindungan warga Negara di tuar negeri, apakah berstatus sebagai TKJ atau non

TKJ, baik TKI yang berdokumen maupWl yang tidak berdokumen, ataukah tenaga 

professional maupul1 tenaga keIja di sector 3D (dirty, difficult and dangerous). 

Namun demiki~ berdasarkan karakteristik TKI dan PMl yang umullUlya 

bekerja di sector low-skilled maka perlindungan oleh Negara terhadap mereka hanls 

Iebih diarahkan pada perlindungan yang lebih substansial. Karakteristik PM! yang 

umumnya berpendidikan rendah memerlukan perlindungan dari Negara secara 

lebih rigid melalui sistem administrasi dan perizinan serta penetapan klausuJa 

mandatory dalam kontrak kerja ant.ara TKJ dan majikan. Karakteristik 

berpendidikan rendah dan berasal dari kalangan yang tidak mampu menyebabkan 

mereka berposisi vulnerable, rentan menjadi sasaran eksplotasi dan penipuan baik 

oleh majikan, perusahaan pengerah TKI, aparat yang nakal baik di Indonesia 

maupun di Negara penerima, pelaku perdagangan manusia, maupun mereka yang 

beritikat jahat menyasar TKI, khusllsnya TKI perempuan. Perlindungan Negara 

dengan demikian hams dilakukan dari saat pra-penempatan, saat penempatan 

sampai pada saat pasca penempatan. 

2.3.Perlindungan Hukum bagi PMl 
Sebagaimana dinyatakan sebelumnya, bahwa konsekuensi dari menyatakan sebagai 

Negara di dalam Konstitusi, adalah bahwa Negara menjamin dilindunginya hak 

asasi warga Negara. Salah satu perwujudan dari hak asasi tersebut adalah 

dijaminnya hak atas pekerjaan dan penghidupan layak bagi setiap warga Negara, 
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sebagairnana dinyatakan dalam Pasal 27 UUD RI 1945. Hak atas pekcrjaan ini 

selanjutnya lebih diperkuat lagi dengan: 

a. Hak atas pengakuan, jaminan, perlin dungan, dan kepastian hukum yang 

adil serta perlakuan yang sarna di hadapan (pasal 28D) 

b. Hak untuk rnendapatkan irnbalan dan perlakuan yang adil serta layak 

dalarn hubungan kerja (Pasa128D); 

c. Kebebasan untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat 

(Pasal 28E); dan 

d. Hak untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi. 

Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI 

di Luar Negeri telah berupaya merumuskan ketentuan-ketentuan dalam Konstitusi 

tcrsebut ke dalam ketentuan-ketentuan di dalamnya, namun temyata masih banyak 

ketidakjelasan dan ketiadaan atumn yang dapat digunakan sebagai eara Negara 

untuk melindwlgi PMI melalui aturan-aturan yang bersifat preventif, diantarallya 

adalah: 

a. Kurang jelasnya hak-hak PMI yang dijamin oleh Undang-ulldang 

tersebut; 

b. Kurang rincinya persyaratan bagi PMI untuk mendapatkan haknya; 

c. Kurangjelasnya adresat yang wajib memenuhi hak PM]; 

d. Kurangjelasnya sanksi bagi mereka yang tidak mernberikan hak PMI; 

e. Kurangjelasnya prosedur cara PMI mendapatkan haknya; 

f. Belum tersedianya lembaga yang dapat digunakan oleh PMI untuk 

meminta hak-haknya. 

Perlindungan bagi PMI harus dilihat dalam perspektifyang luas, tidak hanya dilihat 

sebagai perlindungan bagi seorang warga Negara yang beketja di luar negeri saja, 

melainkan hams dipandang dalam konteks peningkatan harkat martabat 

kemanusiaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks demikian, 

maka penetapan hak-hak pekerja migran dalam berbagai peraturan perundangan 

harns pula didasarkan pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip perlindungan HAM yang 

diakui, baik dalam nasional maupun dalam intemasional, seperti: 
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a. Prinsip non-diskriminasi; 

b. Plinsip keadilan; 

c. Prinsip pengutamaan keselamatan pekerja; 

d. Akses atas informasi bagi PMI dan keluarganya; 

e. Akses atas keadilan; 

f. Prinsip kesetaraan dan keadilan gender; 

g. Akses atas pendidikan dan ilrnu pengetahuan; 

h. Prinsip demo1crasi dan keterwakilan. 

Penetapan bak bagi PMI yang dikaitkan dengan upaya peningkatan kesejahteraan 

umum mensyaratkan adanya kelayakan upah dan jaminan kesejahteraan sosial, baik 

jaminan ketenagakerjaan maupun jaminan kesehatan. Perlindungan oleh Negara 

hanya dapat dilakukan dalam batas-batas yurisdiksi wilayah Negara, dengan 

demikian upaya-upaya perlindungan dan jaminan sosial bagi PM! oleh Negara, 

hams melibatkan Negara dimana PMl tersebut berada (Negara Penerima). 

Keterlibatan Negara penerima dalam melindungi para PMI, bisa lahir dari: 

a. Perjanjian-perjanjian multilateral mengenai perlindungan HAt\ll 

dan/atau perjanjian-perjanjian multilateral mengenai perlindungan 

pekerja yang dikeluarkan ILO yang diikuti oleh Negara penerima; 

b. Perjanjian bilateral yang dilakukan oleh Indonesia dan Negara penerima 

PMI berkenaan dengan perlindungan PMI di Negara penerima; 

c. Ketentuan intemasional lain mengenai tanggung jawab Negara dan 

perlindungan bagi warga Negara asing; serta 

d. Nilai-nilai dasar (pre-emptOlY Ilorm) dalam intemasional (jus cogells). 

Kewajiban-kewajiban yang lahir daTi peljanj ian bilateral dan multilateral 

bam lahir jika Negara penerima menyatakan consent to be bOllnd (menundukkan 

dan mengikatkan diri) pada perjanjian tersebut. Negara penerima biasanya 

menghindari terikat pada perjanjian yang membebankan kewajiban untuk 

memberikan perlindungan yang lebih besar bagi orang asing, mengingat bahwa 

perjanjian seperti ini seringkali berkonsekuensi adanya pembiayaan yang hams 

ditanggung atau sarana yang hams disediakan oleb Negara penerima. Pengeluaran 

biaya dan pcnyediaan sarana bagi orang asing seringkali menjadi isu yang sensitif 
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bagi pembayar pajak di Negara penerima, sekaJipun tidak dapat dipungkiri bahwa 

keberadaan pekerja migran bagi Negara penerima, seperti Malaysia, sangat 

menunjang pembangunan ekonomi nasionalnya. Studi terdahulu menunjukkan 

bahwa pekeJja migran sangat berperan penting dalam perekonomian Malaysia. 

(Tjitrawati, 2017; Jordan, 2018). Malaysia, misalnya, sampai saat ini tidak 

meratifikasi The International Convention on the Protection of the Rights of All 

Migrant Workers and Members of their Family yang dikeluarkan oleh ILO. 

Atas pertimbangan di atas, maka lebih baik jika Negara pengirim seperti 

Indonesia melakukan upaya perlindungan bagi PMI mela1ui pembentukan 

perjanjian bilateral dengan Negara penerima. Dalam perjanjian bilateral tersebut 

dapat dimuat aspek-aspek teknis pelaksanaan perlindungan PMI di Negara 

penerima dalam batas-batas yang bisa diterima o]eh Negara pencrima dan sesuai 

dengan ketentuan-ketentuan hukum intemasional (Gambar 1). Didasarkan prinsip 

pacta sund servanda dan good.laith yang menjadi prinsip umum yang diakui oleh 

hukum intemasional, maka seharusnya perjanjian bilateral tersebut bisa melahirkan 

adanya kepastian hukum bagi keduabelah pihak mengenai: (1) Apa saja yang harus 

dilakukan oleh Negara penerima terhadap PMI yang bekerja di negaranya; (2) apa 

saja yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam melindungi PMI yang 

bekerja di Negara penerirna~ (3) apa saja hak-hak dan kewajiban-kewajiban PM! 

ketika bekerja di negara penerima; serta (4) bagaimana prosedur pelaksanaan 

perlindungan dalam sistem administrasi di Indonesia maupun di Negara penerima, 

tennasuk di dalamnya mengenai pengaturan pemberian hak-hak dan pelaksanaan 

kewajiban-kewajiban PMI ketika bekerja di Negara penerima. Dengan adanya 

perjanjian bilateral ini diharapkan dapat mengurangi kelemahan sistem 

perlindungan hukum bagi pekerja migran, baik di Indonesia maupun di Negara 

penerima PMl. 
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Gamb:lf 1: Pcrtcl1luan Kcpcntingan Ncgar<l Pcngirim dan Ncg:tra 
Pcncrima dalaltl Perlindungan l)ckcrja Migran 
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13erbaga i kasus pe langgara n HAM yang dilakukan maj ikan terhadap PM] 

ditenga rai diakibatkan o leh bUfuknya kesiapan pam pekerja migran sebe lum 

diberangkatkan kc luar negcri. Rcndahnya tingkat pcncl idikan dan pcngetahuan, 

rcndahnya kC lrampi lan. dan buruknya penguasaa n bahasa di lempat kerja 

meru pakan hal yang ulllulllllya menjadi factor pt:nyebab berbagai permasalahan 

ya ng d ihadap i PM!. Kell1is kinan dan keliadaan la pangan pekerjaan di tempat 

lingga lnya mendorong scbagian PMI tida!.: mempedulikan risiko yang mung!.:in 

akan dihadapi eli tempal kcrja . Iming~im i ng loncatan ckonol11 i ya ng diharapkan 

akan tcrwujud memblltakan ancal11an ris iko yang banyak ditanggung oleh PMl 

sebelllll1nya. Tahap awal dalam l11asa prapenempatan adalah rd rutme n sctelah ada 

pennintaall pengi riman pckcrja Indonesia dari agen di luar !legeri yang tcl ah 

diverifikasi o lch Perwakilan RI d i negara pe nerima. Dalnm proses rek rutmcil ini , 

dilakukan ve ri fi kasi data ca lon pekerja Lndonesia , apakah sudah sesuai dengan 

syarat sebagai calo n peke rja Indones ia, termasuk tes kesehatan dan psikologi bagi 
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CPMI di Luar Negeri. Setelah lulus dan dinyatakan memenuhi syarat dari proses 

verifikasi ini, CPM! selanjutnya mengikuti proses pelatihan yang disesuaikan 

dengan Negara tujuan CPMI yang besangkutan. Pekerja Indonesia yang sudah 

mengikuti pelatihan, bisa mengikuti Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP), 

yang bertujuan untuk memberikan infonnasi tentang bahasa negara penerima, 

kultur dan budaya, serta informasi lain menyangkut keadaan dan kondisi negara 

penerima tersebut. (BNP2TKI, 2018) 

Upaya perlindungan hukum bagi CPMI pada masa pra penempatan 

seringkali dihadapkan pada permasalahan yang petik dan kompleks seperti (BPHN, 

2012): (1) pemalsuan identitas; (2) pola rekrutmen yang asal-asalan; (3) 

pelaksanaan pelatihan yang tidak berkualitas dengan quality control yang buruk; 

(4) CPMl belum memenuhi kualifikasi namun tetap dipaksakan untuk berangkat; 

(5) adanya mekanisme jeratan utang yang dilakukan oleh calo dan PPTKIS; serta 

(6) praktek-praktek perdagangan manusia yang menggunakan tabir perekrutan dan 

penempatan PMI. 

b. Penempatan 

Perlindungan bagi PMI pada tahap penempatan adalah saat PM! mulai atau selama 

bekerja di negara penerima sampai pekerja Indonesia ingin kembali ke tanah air. 

Perlindungan dimulai sejak pekerja Indonesia tiba di negara penerima dan diterima 

oleh agensi di luar negeri. Agensi selanjutnya wajib untuk melaporkan kedatangan 

pekerja Indonesia tersebut kepada Perwakilan RI di luar negeri sebelum pekerja 

Indonesia tersebut disaIurkan kepada majikan. Dalam tahapan ini, atase 

ketenagakerjaan dan/atau Perwakilan RI juga melakukan pendataan dan verifikasi 

ulang data dan kontrak kerja pekerja Indonesia yang dilakukan di kantor perwakilan 

negara tujuan. Hal ini untuk mendapatkan kepastian tempat kerja apakah sudah 

sesuai seperti diperjanjikan dalam perjanjian penempatan atau kontrak kerja yang 

telah disepakati sebelumnya. Pada masa ini, atase ketenagakerjaan berkoordinasi 

dengan Perwakilan RI juga memberikan pendidikan dan pelatihan untuk 

meningkatkan keterampilan pekerja Indonesia agar ketika pekerja Indonesia 

kembali ke tanah air, pekerja Indonesia bisa melakukan pekerjaan lain dan tidak 
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hams kembali Jagi bekerja sebagai pekerja Indonesia di luar negeri (Naskah 

Akademik, 2017). 

Atase ketenagakerjaan danlatau Perwakilan RI berkewajiban untuk 

memonitor dan mengawasi kontrak kerja pekerja Indonesia yang sudah 

menyeJesaikan kontraknya SeteJah itu, masuk kepada proses pemulangan ke tanah 

air yang dilaporkan kepada Perwakilan RI. Melalui proses pendataan yang 

demikian, dapat diketahui lebih awal setiap permasalahan yang menimpa pekerja 

Indonesia di Juar negeri (ibid). 

c. Pascapenempatan 

Masa pascapenempatan, berlangsung sejak pekerja Indonesia telah menyelesaikan 

kontrak sesuai dengan perjanjian kerja yang dilakukan dengan pengguna di negara 

penerima, kemudian ingin kembali ke tanah air. Pada tahap ini, termasuk proses 

kepulangan pekerja Indonesia dari bandara negara penerima sampai tiba di tanah 

air dan kembali ke daerah asalnya. Pada tahap ini, prosedur yang dilakukan adalah 

mendata pekerja Indonesia dari kepulangan sampai kedatangannya kembali ke 

tanah air yang dilakukan oleh BNP2TKI. 

Sebelum pekerja Indonesia kembali ke daerah asalnya, mereka akan 

melakukan tes kesehatan, baikjasmani maupun rohani guna mendeteksi lebih awal 

apakah mereka terjangkit penyakit selama bekerja. Jika mereka sakit, maka segera 

dilakukan pengobatan dan perawatan selama pekerja Indonesia tersebut berada di 

bandara debarkasi yang umum disebut sebagai rumah singgah, sementara bagi 

pekerja Indonesia yang mengalami gangguan mental setelah bekerja di luar negeri, 

tetap mendapat perlindungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

ada. Pemeriksaan kesehatan ini dilakukan oleh Dinas kesehatan kab/kota di bandara 

debarkasi. Jika pekerja Indonesia tidak mengalami masalah kesehatan, maka 

pekerja Indonesia tersebut bisa langsung pulang ke daerah asalnya dengan 

mendapatkan perlindungan selama perjalanan sampai ke daerah asal oleh BP3TKI 

bekerjasama dengan Disnaker KablKota. Namun sebelumnya, hak-hak pekerja 

Indonesia diselesaikan oleh BP3TKI dan Disnaker Kab/Kota. (BNP2TKI, 2018) 

Pada masa pascapenempatan ini, pemerintah melalui Disnaker KabIKota 

daerah asal peketja Indonesia mempersiapkan program reintegrasi sosial dan 
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ekonomi untuk pekerja Indonesia setelah kembali ke daerah asal. Program ini 

dilakukan dalam bentuk pelayanan permodalan bagi mantan pekerja Indonesia, 

pemberian pendidikan dan pendampingan kewirausahaan dan pengelolaan hasil 

kerja, pendidikan dan pendampingan bagi organisasi pekerja Indonesia, tennasuk 

organisasi koperasi bagi pekerja Indonesia dan keluarganya, serta program 

peningkatan kesejahteraan bagi pekerja Indonesia. (Ibid) 

2.4.Bak dan Kewajiban Pekerja Indonesia 

Pengaturan hak dan kewajiban bagi PMI tentunya harus didasarkan pada 

pengaturan hak-hak asasi dan hak-hak dasar warga Negara dan Manusia Indonesia 

sebagaimana yang diatur di dalam konstitusi dan peraturan perundangan di 

bawahnya, serta menurut hukum intemasional yang berlaku. Hak merupakan 

sebuah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima 

atau dilakukan oleh individu dan tidak dapat dilakukan oleh individu lain manapun 

juga, yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya (Notonagoro, 1988~ 

Webster, 2018). Peletakan hak pada seseorang sehingga ia dapat mengajukan 

tuntuan atasnya dapat didasarkan pada landasan hukum, moral atau rasa keadilan. 

Berbagai bentuk hak yang dapat diberikan pada individu atau sekelompok individu, 

diantaranya: hak Hak untuk hidup, hak untuk berkeluarga dan melanjutkan 

keturunan, hak untuk mengembangkan diri, ha katas kesejahteraan, hak atas 

pendidikan, hak untuk memperoleh keadilan, hak untuk memperoleh pekerjaan, hak 

untuk menyatakan pendapat, ha katas kesehatan, dU. Sedangkan kewajiban 

merupakan sesuatu yang wajib dilaksanakan, keharusan yang melekat dalam 

kedudukan seseorang sebagai individu atau aparat Negara. 

Pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban PM} ini penting ketika 

Negara akan merumuskan peraturan perundangan, menyususn regulasi, 

membentuk kebijakan atau menetapkan standar dalam upaya melakukan 

perlindungan pekerja Indonesia, termasuk di dalamnya ketika menetapkan tujuan 

perlindungan tersebut. Negara yang abai tcrhadap kesejahteraan rakyatnya, akan 

cenderung melihat pemberangkatan PMI bekerja ke luar negeri sebagai 

penyelesaian masalah ekonomi individu dan masyarakat. PMI hanya dipandang 
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sebagai resource yang menghasilkan remitansi yang sangat besar, besarnya 

keuntungan bagi masyarakat dan Negara ini tidak diseimbangkan dengan besamya 

perhatian dan perlindungan atas hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan. Dalam 

sistem jaminan sosial yang diatur di dalam peraturan perundangan nasional, 

jaminan ini dikualifikasi kedalam dua bentuk, yaitujaminan kesehatan danjaminan 

ketenagakerjaan. Pemisahan kedua bentuk jaminan tersebut menyisakan 

kekosongan pengaturan, dengan kata lain, menyisakan keadaan dimana PMI tidak 

memperoleh jaminan kesehatan oleh Negara ketika PMI berada di luar negeri. Ini 

berarti bahwa karakteristik pengaturan jaminan sosial menjadi tidak integrative 

karena ketika seorang pekerja Indonesia bekerja di luar negeri, 

Dalam tatanan masyarakat intemasional modem, Negara tidak bisa lagi 

bertindak semua sendiri, baik terhadap warganya sendiri maupun terhadap orang 

asing. Negara pengirim maupun Negara penerima pekerja migran pun terikat pad a 

ketentuan-ketentuan hukum intemasional, apakah yang berasal dari perjanjian 

intemasional ataupun dari sumber-sumber hukum intemasional lainnya. Dengan 

demikian. ketika Negara memperlakukan atau mengatur PMI yang bekerja di luar 

negeri, tindakan dan pengaturan tersebut harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan 

hukum intemasional. baik mengenai perlindungan warganegara di luar negeri, dan 

khususnya mengenai perlindungan PMI. Menyadari bahwa Negara cenderung 

mengabaikan hak-hak pekerja migran, maka pada tabun 1990 ILO 

menyelenggarakan The Intemational Convention on the Protection of the Rights of 

All Migrant Workers and Members of 111eir Families yang utamanya ditujukan 

untuk melindungi hak-hak asasi pekerja migran dan keluarganya. Perjanjian ini 

baru entry into force pada Tahun 2003 steleah diratifikasi oleh duapuluh Negara. 

Sampai Bulan Agustus 2018 Konvensi telah diratifikasi oleh 52 negara. yang 

hampir semua adalah Negara-negara berkembang yang berkualifikasi sebagai 

Negara pengirim pekerja migran, dan tidak satupun Negara maju yang 

meratifikasinya. Hal ini wajar, mengingat Negara maju umumnya adalah Negara 

tujuan dan sasaran para pekerja migran, perlindungan yang lebih besar bagi pekerja 

migran akan menjadi kewajiban yang lebih besar bagi Negara penerima. Dengan 

demikian bisa dipastikan bahwa Konvensi ini kurang efektif sebagai sarana hukum 
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untuk memperjuangkan hak pekerja migran, mengngat hak yang harus diberikan 

bagi pekerja migran utamanya adalah hak-hak ketika yang bersangkutan bekerja di 

luar negeri. Malaysia sebagai negara penerima pekerja migran, sampai saat ini pun 

belum meratifikasi Konvensi tersebut. 

SekaJipun tidak diikuti oleh sebagian besar Negara penerima pekerja 

migran, namun Konvensi ini dapat dijadikan salah satu referensi mengenai 

perlindungan hak bagi pekelja migran dan keluarganya. Indonesia sebagai Negara 

peratifikasi (melalui UU no. 6 Tahun 2012) tentunya wajib melaksanakan 

ketentuan-ketentuan dalam Konvensi ini di dalam hukum nasionalnya. Konvensi 

Internasional 1990 tidak saja memberikan perlindungan terhadap hak buruh migran 

itu sendiri, namun juga melindungi seluruh hak anggota keluarga buruh migrant. 

Perlindungan hak yang diberikan kepada buruh migran itu seperti tersebut dibawah 

ini: (1) Hak untuk bekerja di luar negeri~ (2) Hak untuk memasuki dan tinggal di 

negara tujuan~ (3) Hak atas hidup yang harus dilindungi oleh hukum; (4) Hak untuk 

tidak dapat dijadikan sasaran penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman yang 

kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat; (5) Hak untuk tidak 

diperbudak; (6) Hak untuk tidak diwajibkan melakukan kelja paksa atau kerja 

wajib~ (7) Hak atas kebebasan berfikir, berkeyakinan, dan beragama; (8) Hak untuk 

berpendapat; (9) Hak atas kebebasan dan keamanan; (10) Hak atas perlindungan 

yang efektif o)eh Negara terhadap tindak kekerasan, kerugian fisik, ancaman dan 

intimidasi, baik yang dilakukan oleh pejabat publik maupun perseorangan, 

kelompok ataupun lembaga~ (11) Hak untuk tidak dapat dijadikan sasaran 

penangkapan atau penahanan yang sewenangwenang kecuali berdasarkan alasan

alasan yang sah. dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum; (12) Hak 

untuk tidak dihancurkan paspor atau dokumen yang setara milik pekelja Indonesia; 

(13) Hak untuk tidak boleh menjadi sasaran upaya pengusiran atau pengeluaran 

kolektif, dimana setiap kasus pengusiran harus diperiksa dan diputuskan satu 

persatu~ (14) Hak untuk memperoleh upaya bagi perlindungan dan baotuan pejabat 

konsuler atau diplomatik daTi Pemerintah; (15) Hak untuk diakui dimanapun 

sebagai pribadi dimuka hukum; (16) Hak uotuk tidak mendapatkan perlakuan yang 

kurang baik di negara penerima dalam hal penggajian, kondisi kerja (uang lembur, 
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Jam kerja, istirahat mingguan, liburan dengan gaji, keselarnatan, kesehatan~ 

pemutusan hubungan kerja, dan kondisi apapun yang menurut hukum dan tercakup 

dalam praktek nasional) serta persyaratan kerja (usia minimum untuk bekerja, 

pembatasan pekerjaan rumah, dan hal-hal lain yang menurut hukum dan praktek 

nasional dianggap sebagai persyaratan keIja); (17) Hak untuk berserikat dan 

mengambil bagian dalam pertemuan dan kegiatan serikat pekerja dan perkumpulan 

lain; (18) Hak untuk mendapatkan layanan kesehatan termasuk kesehatan 

reproduksi; (19) Hak untuk mentransfer dan menyimpan uang di bank; (20) Hak 

untuk berlibur; (21) Hak atas kebebasan untuk bergerak di wilayah negara tempat 

bekerja dan kebebasan untuk memilih tempat tinggalnya dalam wiJayah tersebut; 

(22) Hak untuk mendapatkan hak politik, berpartisipasi dalam masalah 

pemerintahan untuk memilih dan dipilih pada pemilihan umum, sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan; (23) Hal atas persamaan perlakuan sarna dengan 

warga negara dari negara tempatnya bekerja; (24) Hak atas tempat tinggal atau 

fasilitas umum dan sosial budaya; (25) Hak untuk memilih pekerjaan; (26) Hak atas 

peningkatan kapasitas diri baik melalui pendidikan formal maupun informal; (27) 

Hak memiliki keterampilan; (28) Hak untuk menikah atau memiliki pasangan hidup 

sesuai dengan pilihan orientasi seksual. 

Mengingat bahwa pekerja migran bekerja di Negara asing yang tunduk pada 

yurisdiksi yang berbeda, dengan berbagai ketentuan dan adat istiadat yang berbeda 

dengan Negara asalanya, maka bagi mereka Konvensi juga mengatur mengenai 

kewajiban-kewajiban yang harus ditaati oleh seorang pekerja migran yang bekerja 

di wiJayah Negara penerima, yaitu: (1) Menghormati hak atau nama baik orang lain; 

(2) Melindungi kearnanan nasional atau ketertiban umum negara-negara yang 

bersangkutan. ketertiban umum (order puhlik). serta kesehatan atau moral umum; 

(3) Mencegah propaganda perang; serta (4) Mencegah upaya yang mendorong 

kebencian berdasarkan kebangsaan. ras atau keagarnaan yang rnerupakan 

penghasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan dan tindak kekerasan. 

Konvensi juga mengatur hak dan kewajiban anggota keluarga pekerja migran sarna 

dengan yang diterima oleh para pekeIja migran. 
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BABIn 

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

J.I.Tuju;H1 Penclitian 

Pada dasi.lmya pcnclitian ini dimaksudkall UIl!uk mcngajukan konscp 

pCnIbahan yang konstruktif tcrhadap sistcm pcndistribusian kescjahtcll1aan sosial 

nasionai umumnya, dan skcma pcnyelcnggaraan jaminan kcsejabtcraan sosial bagi 

tennga kerja Indonesia di Luar Ncgeri khususllya. Unluk mClIcapai tujuan IcrscbuI, 

maka penel iti an ini mcnctapkan tujuan-nljuan khu511S scbaga i berikut: 

u. Mcnghasi lkan kajian mcngcnai pcngaruh pcmisahan pcnyelcnggaraan 

jam inan sosial kcschatan dan jnm inan sosia l kClcllagakerjaan bagi 

ICllaga kcrja Indonesia di Luur Negcl'i tcrhadap ilspck-aspck sosial 

ckonomi Tenaga Kc~ia lndoncsia eli Luar Negeri sen a Icrhadap aspck 

administ rasi pcngcio\aan tcnaga kClj a Indoncia eli Luar Ncgcri; 

b. Mcnghas ilkan kaj ian mengcllai pcngaruh pemisahan pcnyclcnggaraan 

jaminan sosia l kcscha lan dcngan jaminar:. sosial kClcnagakc lj aan bagi 

Icnaga kcrja Indones ia di Luar Ncgcri tcrhadap cfisicns i dan cfektifi las 

pcngelo laan s istcl1l pcndislribusian kcscjahteraan sos ial masyarakat; 

c. Mcnemukan <lpa saJa kcsalahan-kcs lahan paradigmatik s iSICI1l 

pcndi slribus ian kescjahteraan yang ada sam ini (rlas sein) terhadap 

norma-nomm pcngaturan penyclcnggaraan jaminan sos ia l l1asi0l1:.l1 

Republik Indonesia yang sant in i bcrla!cu; 

d. Mcncmukan landasan fi iosofi, teori dan konscp yang dapat digunakan 

untnk menyusun struktur hukul11 pcndistribusian kcscjahtcraall sos ial 

masya rakat yang idenl (das sollen) unlllk mcncapai tlljuan ncgara yaitll 

mcmajukan k..:scjahlcraan Ul11l1rn scbaga imana yang diamanalkan o lch 

Undang-andang Dasar Ta hun 1945?; 

c. Mcnemukan mClodc unlnk mcngintegras ibn berbagai kepcntingan 

nnsur-unsur yang bcrpengaruh dan para pcngcmban kcpcn lingan (slake 

holders) dalam pcnyclcnggar:.lall kescjahteraan sosial bagi tcnaga kcrja 

Indonesia di Luar Negcri; 
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f. MenYUSWl skema baru perlindungan jaminan sosial kesehatan bagi 

tenaga kerja Indonesia di luar negeri yang integratif, yang dapat 

digunakan sebagai sarana oleh Negara untuk memberikan jaminan alas 

akses kesehatan bagi warganegaranya dimana pun mereka berada. 

1.2. Manraat Penelitian 

Universitas Airlangga dalam RENSTRA Tahun 2016 - 2020 dan RIP 2016 

- 2020 meneguhkan dirinya sebagai Centre ofExcelence bagi penelitian health and 

life science yang mampu menyelenggarakan penelitian dasar, tei-apan, dan 

penelitian kebijakan yang inovatifyang dapat didarmabaktikan kepada masyarakat. 

Penelitian ini dibangun dengan landasan filosofi bahwa setiap orang berhak atas 

kehidupan yang layak, termasuk dalam aspek kesehatan. Fakta bahwa jutaan PMI 

di tuar negeri masih belum mendapatkan akses terhadap keschatan yang memadai, 

perIu ditelusuri akar pennasalahannya yang bersifat multidimensi ini secara tepat 

sehingga bisa diketemukan formulasi penyelesaiannya yang tepat pula. 

HasH dari penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar pembentukan 

kebijakan perlindungan kesehatan PM! di luar negeri, naskah akademik bagi 

pembentukan peraturan perundangan, serta policy brief mengenai masalah terkait. 

Verifikasi terhadap kebenaran penelitian akan dilakukan melalui keikutsertaan 

datam berbagai seminar intemasional dan nasional serta berbagai pertemuan ahl i 

sesuai dengan dimensi-dimensi ilmu yang terkait dengan penelitian ini. Sementara 

output penelitian berupa artikel dalam jumal intemasional yang teralaeditasi 

Scopus serta jumal nasional yang terakreditasi A. Melalui apa yang dihasilkan, 

diharapkan penelitian ini menjadi bagian dari upaya Univeritas Airlangga dalam 

mencapai TOP 500 World University Rankings sebagaimana yang telah ditetapkan 

sebagai tujuan dalam RENSTRA Universitas Airlangga 2016-2020. 

1.3.Temuan dan Luaran Inovasi yang Ditargetkan 

Penelitian ini dimaksudkan untuk menemukan formulasi yang tepat sistem 

pendistribusian kesejahteraan sosial kepada masyarakat oleh Negara, khususnya 

distribusi hak atas kesehatan bagi PMI di luar negeri. Inovasi yang dihasilkan 

adalah adanya intcgrasi dari skema penyelenggaraan jaminan sosial bagi PMI di 
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luar negeri yang selama ini rnasih terpisah antal'3 penyelenggaraan jaminan sosial 

kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan. 
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4.1.Bagan AIir Penelitian 
I' " PROBLEMATIKA FILOSOFIS 

Makna dan wujud 

tanggungjawab negara dalam \ 
pendistrlbusian 
kesejahteraan 50slal 

BAB IV. METODE PENELITIAN 

TEORI-TEORI 
Teori perllndungan 50sial dan sosial justice, teori good 

governance 

__ ---------------------~\ fo7 ___________________ ~ 

RUMUSAN MASALAH 
a.Bagaimana filosofi, teori dan konsep pendistribusian kesejahteraan sosial masyaraJcat 

yang ideal (das sollen) harus dibangun demi mencapai tujuan negara untuk memajuJcan 
kesejahteraan umum sebagaimana yang dlamanatkan oleh Undang-undang Oasar 

""I Tahun 19451 
~ ~ b.Bagaimana mengintegrasikan berbagai kepentingan unsur-unsur yang berpengaruh dan 

para pengemban kepentingan (stake holders) dalam penyelenggaraan kesejahteraan 

sosial bagl tenaga kerja Indonesia dl Luar Negeri 

/ 

c. Bagalmana skema perllndungan jamlnan soslal kesehatan bagl tenaga kerla Indonesia di 
"----"'""": n=~-----./ luar negeri yang Integratif yang dapat dlgunakan sebagal sarana oleh Negara untuJc 

-!.......J- memberlkan jaminan atas akses kesehatan bagl warganegaranya dimana pun mereka 

/ II \ berada? 
PROBLEMATIKA YURIDIS I' "-
Pengaturan penyelenggaraan , 
jamlnan kesehatan dan jaminan 
Jcetenagakerjaan bagl TKI yang ~ 
maslh terpisah ~ 

" ../ '--------------~ 

f PROBLEMATIKA EMPIRIS 
Oampak ekonoml dan sosial 
pemisahan penyelenggaraan 
jamlnan kesehatan dan 
jaminan ketenagakerjaan bagi 
TKI dl luar negeri 

,( 

,,-------------------

d. 

e. 

f. 

Apakah economic, sosiol and administrative impact pemisahan penyelenggaraan 
jaminan s051al kesehatan dengan jaminan sosial ketenagakerjaan bagl tenaga kerja 
Indonesia di Luar Negeri?; 
Bagalmana pengaruh pemlsahan penyelenggaraanjamlnan soslal kesehatan dengan 
jaminan soslal ketenagakerjaan bagi tenaga kerja Indonesia di Luar Negeri terhadap 
efisiensi dan efektlfitas pengelolaan sistem pendistribusian kesejahteraan sosial 
masyarakat? 
Apakah pengaruh kesalahan paradigmatik sistem pendistribusian kesejahteraan yang 
ada saat Ini (das se/n) terhadap norma·norma pengaturan penvelenggaraan jaminan 
sosial nasional Republik Indonesia yang sa at Ini berlaku?; 

TEORI-TEORI 
Teori distribution 0/ wealth, teori efislensi kebijakan publik 

OUTCOME 

SKEMA PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN INTEGRATIF BAGI 
TENAGA KERJA INDONESIA 01 LUAR NEGERI 

METOOE PENEUTIAN 
MULTIDISIPlINER 
(Mixed Approach) 

Pendekatan 

Konseptual 

Pendekatan 
soc;o, 
economic 
andfegaf 

ANAUSIS > I- PRESKRIPTIF 

OUTPUT 
Konsep-konsep 
pengintegrasian 
penyelenggaraan jaminan 
kesehatan dan jaminan 
ketenagakerjaan bagi TKI di 
luar negeri 
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4.2. Tah:lp:tn Pcnclitian 

4.2.1. PcncHtian TahuR Pcrtam3 

Pada penc1ilian lahap pcrtama akan dilakukan aktivitas -aktivi tas sebaga i bcrilalt: 

1) Mc1ak"Ukan inventaris<lsi data hlpangan pcnycJcnggaraan jaminan sosinl 

(kesehatan dan kctcnagakerjaan) para PMI di luar !legeri ; 

2) Mclakukan illvelltarisasi pengaturan pcnyclenggaraan J~lll1J1]an sosia! 

(kesehalan dan kelcnagake rjaan) bagi para Pro·,,11 di luar negeri dalam 

peraturan perundangan nasion<l l, da lam hukum inlc111asional dan hUk1l111 

nasiona! para PMI ditcmpalkan; dan 

3) Mclakukan idcntifikasi dan anal isis kelcmahan-kelcmahan pcmisa lw.n 

pcnyelenggaraan jaminan kesehatan dan kctenagakerjaan dalam rangka 

pemcnuhanjaminan 50sial bagi PMi di Illar !legeri. 

Data-data yang dihasi lkan digunakan llllWk mcnYlislin konsep-konsc p 

penyclenggaraan sistem jaminan sosial bagi pa ra PM! di luar /legeri. Konsep

konsep yang dihasilka.n diharapkan dapat I11cngakomodasi kebutuhan dan 

kepenli ngan para PMI yang secnra sosia l dan ckonomi tcrmarginnlkall untuk 

I11cndapalkan perlilldungan atas hak-hak sosialnya. dcmi perlindungan barkat dan 

marlabatnya scbagai Warga Ncgara Indonesia. 

Lokasi dan SlI byck Pcnclitian : 

JakaTla : Kemcntrian Tcnaga Kcrja di Jakarta, Migrant Care, BNP2TKI. 

Malaysia: Atase KClcnagakerjaan Kcd ubes RI Kuala Lumpur 

Obyck Pcnclilian: 

Jakarta Data implcmcntasi pcratumn perundangan clan kebijakan 

pcrl indungan hak alas kcsehatan bagi PMI di Illar negcri; 

Malaysia: Pcnyelcnggaraan jaminan keschatan dan kC lcnagakcrjaan dan 

pengaruhnya terhadap akses kcsehatan; 

Tcknik pcn~uUlpulali J)"ta : 

(1) Pcnelusuran Data Sckunder 
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Data berupa arsip, data resmi pada illstansi-instansi Pemerintah dan data 

yang dipublikasikan akan dikumpulkan sebagai bahan untuk menelaah 

pengaturan penyelenggaraanjaminan sosial bagi PM! diluar negeri. 

(2) Wawancara Mendalam 

Wawancara dirnaksudkan rnencari bingkai-bingkai pennasalaban berkaitan 

dengan pengaturan perlindungan hak atas kesehatan bagi PMI dari sumber 

yang kompeten, mengingat hal ini tidak mungkin didapatkan hanya dengan 

rnernbaca arsip dan data-data saja. Wawancara juga dirnaksudkan Ulltuk 

melakukan cros-chek atas data atau iilfonnasi yang telah didapat 

sebelumnya. Dalam penelitian tersebut juga akan dimintakan pendapat 

mengenai opsi-opsi alternative yang mungkin akan dipilih untuk 

memperbaiki sistem perHndungan hak alas kesehatan bagi PMl baik dalam 

level intcmasional maupun nasional. 

Wawancara terstruktur terhadap PMI di Malaysia untuk menggali data dan 

fakta penyelenggaraan jaminan sosial bagi mereka dan pengaruhnya 

terbadap pemenuhan hak akses atas kesehatan. 

(3) Focus Disclission Group (FOG): 

Mengingat permasalahan yang diajukan berkait dengan berbagai aspek 

hukum, sosial. ekonomi dan kesehatan, maka hasil dari penelusuran data dan 

infonnasi tersebut untuk selanjutnya akan didiskusikan bersama-sarna oleh 

berbagai pihak yang mempunyai kompetensi dalam masalah tersebut untuk 

mendapatkan masukan, pandangan dan pemikiran yang komprehensif dan 

mendalam dengan menggunakan teknik FGD. Teknik ini dipilih dengall 

harapan akan diperoleh informasi yang berharga untuk selalljutnya digunakan 

sebagai basis untuk menentukan langkah-langkah pad a tahapan penelitian 

berikutnya. 

4.2.2. Telmik Pengumpulan Data dan Analisis Data 

Target penelitian adalah untuk mengidentifikasi pengaruh pemisahan 

penyelcnggaraan jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan terhadap 

perlindungan hak atas akses kesehatan PM! di luar negeri. Identifikasi dilakukan 

dengan cara melakukan penelusuran data primer berupa wawancara terstruktur 
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dengan para PMI dan stakeholder berkenaan dengan penyelenggaraan jaminan 

kesehatan yang dilakukan olch Pemerintah pada saat ini dan pengaruhnya terhadap 

akses kesehatan dan kesehatan mereka. Data primer tersebut akan dilengkapi 

dengan data-data sekunder yang berupa data-data mengenai mekanisme 

penyelenggaraan jaminan 50sial pada umumnya, serta jaminan kesehatan dan 

jaminan ketenagakerjaan bagi PMI di luar negeri khususnya. Menginat keterbatasan 

waktu penelitian, maka pcneliti hanya rnengambil sampel PMI yang bekerja di 

Malaysia, sebab Malaysia merepresentasikan negara dengan tingkat pembangunan 

ekonomi menengah dengan budaya hukum menengah. 

Dari penelusuran ini diharapkan akan dihasilkan pemahaman bagaimana 

penyelenggaraan jaminan 505ial bagi PMI di luar negeri, dan menemukan 

kelemahan-kelemahan dan sistem tersebut. Data yang dihasilkan akan dianalisis 

dengan rnenggunakan pendekatan filosofis, konseptual dan sosiolegal (ekonomi, 

sosial dan hukum) sehingga dihasilkan konsep-konsep, strategi dan kebijakan ideal 

yang dapat digunakan sebagai penyelesaian dari masalah yang dike1l1ukakal1. 

Mengingat bahwa kebenaran dalam iImu hukum bersifat konsensual, maka 

kebenaran konsep-konsep yang dihasilkan akan dievaluasi dan diverifika5i melalui 

pertemuan-pertemuan para ahli yang dilakukan dengan penyelenggaraan FGD. 

Hasil dari 3Oalisis, evaluasi dan verifikasi akan disajikan secara secara deskriptif 

dengan menggunakan kaidah-kaidah penulisan dan logika berfikir dalam ilmu 

hukum. 

4.3.Luaran Penelitian 

Luaran penelitian ini terutama adalah skema penyeienggat"aan jaminan sosial bagi 

PMI diluar negeri yang dapat digunakan sebagai sarana problem solving atas 

permasalahan tidak integratifuya penyelenggaraan jaminan kesehatan dan jaminan 

ketcnagakeIjaan. Konsep hukum dan kebijakan yang tersusun dalam naskah 

laporan penelitian tersebut nantinya akan disusun dalam bentuk artikel untuk 

dimuat dalam jumal internasional telindeks Scopus dan jurnal nasional 

terakreditasi. Skema yang dihasilkan juga akan diajukan sebagai naskah akademik 

bagi penyusunan RUU Perlindungan PMI di Luar Negeri yang bam saja 

diberlakukan. 
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4.4.Indikator Capaian Tahun Pertama: 

1) Teridentifikasinya kelemahan-kelemahan pengaturan penyelcnggaraan 

jaminan sosial bagi PMI di luar negeri; 

2) Teridentifikasinya pengaruh ekonomi, sosial dan administratif terpisahnya 

jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan terhadap hak akses atas 

kesehatan PMI di luar negeri; 

3) Tersusunnya rancangan pengintegrasian penyelenggaraan jaminan 

kesehatan dan jaminan ketenagaakerjaan bagi PMI di luar negeri yang 

mampu meningkatkan harkat dati martabat kemanusiaannya sebagai Warga 

Negara. 
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BABY 

HASIL DAN LUARAN YANG D1CAPAI 

(PERLINDUNGAN J AM.INAN SOSIAL KESEHATAN INTEG RATIF 

TERH,\ DAP I'MI ) 

5.1. Pendekatan Sistem hu ku m tcrhadap Pcdindungan .Jami l1 an Sosial 

Kcscha tan PM I. 

Hasil dan \Ui.ll"an suatu capaian peneii! ian dilakukan mclalu! scrangkaian 

ana l isis. Ana li s is terhadap Perliildungan Jaminan 50sial kesehatan integratif 

lerhadap PMI dilakukan melalui pendekatan sislemik terhadap hukulll , yakni 

mclipuli Substansi hukum, Srtruklur huku1l1 , Budaya hukum. (Llwrcncc ti·icdm<ln. 

197 5). Gagasnn rriedmiln ini umumnya digunakan lln tuk meJ ihat cfcktiftidaknya 

penerapan sualu aluran tcrtclIIU pada talamn praklck. 

Ik htiar dari peneiitian ini "otuk mcnghasilkan SllalU Illaran hempa skcm:t 

pcrlindung<Ul intcgralif ::Ias jamillan scs ial kescbatan Icrhadap PMI, schingga 

dipcrlukan cva luasi tcrhadap praktck pcnyusunan dan implcmclltasi dad 

pengaturan yang berkait dengan jaminan sosia l kesehaw.n PM !. 

Dihubungkan kembali dengan gagasan Friedman, maka evaluasi dilakukan 

tcrhadap Subslansi hukul11, dcngan pcngcrtian Il1cng:malisis pcnonllaan yang 

dipilih, sistimatisas i dan sinkronisasi ketcrhubungan nonna maupull nilai satu 

dengan lai n dalam satu sislcm pengaturan. Eva luas i lerhadap Struktur huklll11 , 

di lakll kan dalanl rangka mcnganali sis Instilllsionalisasi dan pcngorgan isasiannya, 

scrta Evaluasi tcrhadap Budaya hukum di laksanakan dengan arall anal isis 

ditujukan kepada pcrilaku para subjck hukull1 (pcmcgang otorilas wcwcn~l11g 

maupUll pckclja) dalam intcraksi pada scktor aklifitas pcncmpalan PM!. 

Hasi l ana l isis yang dilakukan mclalu i cl;:lpe yang didcskrips ib n di :Has, 

akan mcnghanlarknn pada ti lik pClllahaman tentang urgcnsi mcngapa skcma 

integral jaminan sosial kcschatan terhadap PMI dibutuhkan. 
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5.1.1. Substansi Hukum 

5.1.1.1. Kualitas dan Jangkauan Perlindungan Jamsoskes PMI Dalam UU 

No.lS Tabun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. 

Undang Undang No.I8 Tabun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran 

Indonesia (Selanjutnya disingkat UU PPMI), digagas untuk mengganti Undang 

Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan perlindungan Tenaga 

Kerja Indonesia di Luar Negeri (UU PPPMILN). Menelusuri proses perjalanan 

pembentukannya melalui naskah akademik yang menyertainya, terdapat beberapa 

hal menonjol yang mendorong sehingga UU PPPMILN harus diganti seperti, 

Penormaannya lebih dominan mengatur pada tata niaga tenaga kerja Indonesia 

diluar negeri, menyisakan dengan porsi sangat sedikit pasal yang mengatur aspek 

perlidungalmya. Dari penelusuran menyeluruh yang dilakukan oleh tim pcnyusun 

naskah akademik atas penerapan UU PPPMILN itu, tercetus opini bahwa UU 

PPPMILN tidak menjamin kepastian hukum bagi perlindungan terhadap tenaga 

kerjaIndonesia di luar negeri (Naskah Akademik RUU PPMl. 2017). 

Spirit yang menjadi salah satu latar belakang digagasnya pergantian UU 

PPPMILN sebagaimana yang tertera di atas, mengkonfirmasi kuat bahwa UU PPM} 

akan menghasilkan kualitas dan jangkauan norma perlindungan yang lebih 

sempurna terhadap pekerja Indonesia di luar negeri. Khususnya perlindungan atas 

jaminan sosia} kesehatan. Benarkah demikian? 

Menelusuri bahan hukum primer yang relevan tersedia, yakni UU PPMI 

khususnya Bagian Kelima, yang mengatur ten tang Jaminan Sosial Pekerja Migran 

Indonesia, Pasal 29 menegaskan: 

(1) Dalam upayaPelindungan Pekerja Migran Indonesia, Pemerintah Pusat 

menyelenggarakan Jaminan Sosial bagi Pekerja Migran Indonesia dan 

keluarganya. 

(2) Penyelenggaraan program Jaminan Sosial bagi Pekerja Migran 

Indonesia dan keluarganya merupakan bagian dari Sistem Jaminan 

Sosial Nasional. 
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(3) Penyelenggaraan laminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dikelola oleh Badan Penyelcnggara Jaminan Sosial. 

(4) Untuk risiko tertentu yang tidak tercakup oleh Jaminan Sosial, Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagaketjaan dapat beketja sarna 

dengall1embaga pemerintah atau swasta. 

(5) Ketenruan lebih lanjut mengenai Jaminan Sosial bagi Pekerja Migran 

Indonesia seeara khusus diatur dengan Peraturan Menleri. 

Pada pasal yang lain dalam UU PPMI, hal yang menegaskan soa1 yang terkait 

dengan perlidungan dan/atau jaminan sosial ditemukan pada Pasal 1 angka 18 dan 

20, yang menegaskan bahwa: 

(18) laminan Sosial adalah salah satu bentuk pelindungan sosial untuk 

menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar 

hidupnya yang layak 

(20) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah badan hukum yang 

menyelenggarakan program Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia. 

Mencermati nonna yang mengatur tentang jaminan sosial kesehatan dalam 

UU PPMI, pada titik ini dapat disimpulkan bahwa dari segi kuantitas sangat minim, 

bahkan dari segi kuaHtas sangat sumir. 

Apabila terus mencermati bagian kelima Pasal 29 (5) UU PPMJ, yang 

menegaskan bahwa .. Ketentuan lebih lanjut mengenai Jaminan Sosial bagi Pekerja 

Migran Indonesia secara khusus diatur dengan Peraturan Menteri", serta 

dihubungkan dengan ketentuan BAB XIII berisi KetenlUan Penutup, Pasal 89 (b) 

menegaskan bahwa, pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: 

"Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan 
peiaksanaan dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang 
Pencmpatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri 
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2004 Nomor 133, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445) dinyatakan masih 
tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam 
Undang-Undang ini." 

Maka penelusuran akan diteruskan dengan mencennati Peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan sebagai peraturan pelaksana dari UU PPPMILN yang mengatur 

mengenai Jaminan sosial tenaga kerja Indonesia di Luar negeri ( istilah lama, yang 

kini dikenal dengan istilah PMI) ,yang keabsahan dan daya ikatnya masih berlaku 

yakni Peraturan M~nteri Ketenagaketjaan Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Program 

Jaminan sosial Tenaga Kerja Indonesia (selanjutnya disingkat PMK PJSPMI 2017). 

Pada Bab II Pasal 2 PMK PJSPMI 20l7, hal yang mengatur tentang Program 

Jaminan Sosial, menegaskan bahwa: 

(1) Calon PMIlPMI yang akan berallgkat bekeIja ke luar negeri wajib 
terdaftar sebagai peserta Jaminan sosial. 

(2) Jenis program jaminan sosial sebagaimana dimaksud ayat (1 ). meliputi: 

a. Jaminan Kesehatan Nasional; 

b. JKK; 

c. JHT dan; 

d. JK 

Terkait dengan Pasal 2 sebagaimana tertera di atas, se]anjutnya pada Pasal 4 

menegaskan bahwa, Program JKK, JHT dan JK Ssebagaimana dimaksud Pasal 2 

hurufb, huruf c, dan huruf d, diselenggarakan oleh BPJS ketenaga keIjaan. 

Berdasar uraian sebagaimana tertera di atas timbul pertanyaan, bagaimana 

dengan programjaminan kesehatan nasional atas calon PMIIPMI yang akan bekerja 

diluarnegeri, siapa yang akan menyelenggarakanjaminan sosial kesehatan terhadap 

mereka? 

Pada etape analisis ini, ditemukan bahwa terjadi kekosongan hukum 

pengaturan terkait jaminan sosial kesehatan atas PM!. Apabila ditelusuri lebih jauh 

tentang Program jaminan sosial JKK, JHT, dan JK yang diselenggarakan oleh BPJS 

Ketenagakerjaan, ditemukan bentuk perlindungan yang mirip dengan perlindungan 

kesehatan. Hal ini dapat ditemukan pada PMK P JSPMI 2017, Pasal 1 anglea (8) 
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yang menegaskan bahwa Jaminan kccelakaan kerja atau disingkat JKK adalah 

manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat 

peserta mengalami kecelakaan kerja. Terkait dengan hal ini, selanjutnya ditegaskan 

dalam Bab V ten tang manfaat jaminan sosial, bagian I tentang JKK, Paragraf I 

mengenai Manfaat Program JKK bagi calon PMI sebelum penempatan dan PMI 

setelah penempatan, pada Pasal14 menegaskan: 

(1) Pelayananan kesehatan dalam progran IKK diberikan sesuai dengan 
kebutuhan medis, meliputi : 
a.

o 
Pemeriksaan dasar dan penunjang; 

b: Perawalan tinglcat pertama dan lanjutan; 
c. Rawat Inap; 
d. Perawatan Intensif; 
e. Penunjang diagnostik; 
f. Pengobatan; 
g. Pelayanan khsusus; 
h. Alat kesehatan dan implan; 
1. Jasa dokter/medis; 
J. Operasi; 
k. Transfusi darah; danlatau 
1. Rehabilitasi medik. 

(2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diselenggarakan di 
fasilitas kesehatan yang bekerjasarna dengan BPJS ketenagakerjaan. 

Berdasar bahan hukum primer yang tertera di atas, terdapat catatan penting 

sebagai temnan dalam penelitian ini, yang akan dianalisis pada bagian ini, karena 

terkait substansi hukum, dan menjadi rujukan analisis pada bagian struktur hukum 

di sesi analisis selanjutnya. 

Dari spektrum substansi hukum, dapat disebutkan bahwa Spirit 

perlindungan terhadap jaminan sosial terhadap PMI beginl gigih diperjuangkan oleh 

Kementrian Ketenagakerjaan, sehingga dari spektrum tertentu yang sederhana, 

seolab olah telab terjadi "Ultra Vires" dan penyelundupan kewenangan melalui 

instrumen JKK. Artinya, bahwa melalaui JKK yang seeara kategoris masuk pada 

jaminan sosial ketenagakerjaan yang diselenggarakan oieh BPIS ketenagakerjaan, 

tapi dalam kiprahnya diselenggarakan dengan aktifitas yang beririsan bahkan 

(terkesan) melampaui batas dan dimulainya wewenang BPJS kesehatan, yang 

berkategori jaminan sosial kesehatan. 
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Jika pada bagian ini analisis diarahkan pada sisi substansi hukum dengan 

berfokus pada evaluasi tcrhadap kualitas dan jangkauan perlindungan jaminan 

sosial kesehatan terhadap PMI berdasar UU PPMI, maka dapat disebutkan bahwa 

kualitas perlindungan jaminan sosial kesehatan terhadap PMI, berpo]a minimal 

karen a jangkauan perlindungannya masih terbatas pada tahap pra penempatan dan 

setelah penempatan. Terkait fakta dalam penelusuran bahan hukum primer, timbul 

pertanyaan, bagaimanakah dan siapakah yang akan melindungi jaminan sosial 

kesehatan PMI pada tahap penempatan?, tampaknya masih terjadi kekosongan 

hukum. Ekstrak analisis pada bagian ini secara skematis tergambar sebagai berikut: 
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Gamb:lr 2: Skcma Progr:nn .T:unin :m Sosi:11 mcnurut PMK 07/2017 

Jaminan 

kesehatan 

Program Jaminan Sosia l Tenaga Kerja Indonesia 

I PMK NO.7/2017) 

Jamianan 

Kecelakaan kerja 
Jaminan Hari tua 

Daftar ke BPJS Keten agakerjaan Menjadi 

Peserta 
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5.1.1.2. Analisis Elaboratif Tcrbadap Substansi Pcngaturan dan 

PerHndungan terkait eksistensi konsep PMI Dalam Sistem Jaminan 

Sosial Nasional. 

Berkait dengan eksistensi pekerja, tel'dapat beragam istilah yang ditemukan 

dalam perumusan konsep tentang jaminan terhadap hak atas kesehatan dalam 

perundang undangan menurut vesrsi UUDRI 1946, UU kesehatan, UU SJSN 

maupun UU BPJS. Pada UUDRI 1945, Khususnya dalam Pasal 28 H ditegaskan: 

Ayat (1): Setiap orang berhak bidup sejahtera lahir dan batin, bertempat 
tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta 
berhak memperoleh peJayanan kesehatan. 

Ayat (2): Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakukan 
khusus Wltuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sarna guna 
mencapai persamaan dan keadilan. 

Ayat (3): Setiap orang berhak at as jaminan sosial yang memullgkillkan 
pengembangan dirinya seeara utuh sebagai manusia yang bermartabat. 

Pada Pasal 34, hal ini dipertegas lagi: 

Ayat (2):Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh 
rakyat dan memberdayakan masyarakat yang.1emah dan tidak mampu 
sesuai dengan martabat kemanusiaan. 

Ayat (3): Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan 
kesehatan dan fasilitas pelayanan umurn yang layak. 

Dengan demikian, pada UUDRT J 945 sebagaiman tertera di atas, ditemukan 
konsep berupa: 

a. Setiap orang (Pasal 28); 
b. Rakyat. 

Pada Undang Undang No. 36 Talmn 2009 tentang Kesehatan (selanjutnya 

dsingkat UU Kesehatan 2009), dalam BAB III yang berisi ten tang Hak Dan 

Kewajiban ditegaskan bahwa: 

Pasal4 
Setiap orang berhak atas kesehatan. 
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Pasal5 
(1). Setiap orang mempunyai hak yang sarna dalam memperoleh akses atas 
sumber daya di bidang kesehatan. 
(2) Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pe1ayanan kesehatan 
yang aman, bermutu, dan terjangkau. 
(3) Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggungjawab menentukan 
sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya. 

Pasal6 
Setiap orang berhak mendapatkan Iingkungan yang sehat bagi peneapaian 
derajat kesehatan. 

Pasal7 
Setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang 
kesehatan yang seimbang dan bertanggungjawab. 

Pasa18 
Setiap orang berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya 
termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan 
diterimanya dari tenaga kesehatan. 

Pasa19 
(1 ).Setiap orang berkewajiban ikut mewujudkan, mempertahankan, dan 
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. 
(2)/ Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya 
meliputi upaya kesehatan perseorangan, upaya kesehatan masyarakat, dan 
pembangunan berwawasan kesehatan. 

Pasal10 
Setiap orang berkewajiban menghormati hak orang lain dalam upaya 
memperoleh lingkungan yang sehat, baik fisik, biologi, maupun sosial. 

Pasall1 
Setiap orang berkewajiban berperilaku hidup sehat untuk mewujudkan, 
mempertahankan, dan memajukan kesehatan yang setinggi-tingginya. 

Pasal12 
Setiap orang berkewajiban menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan 
bagi orang lain yang menjadi tanggungjawabnya. 

Pasal 13 
(1) Setiap orang berkewajiban turut serta dalam program jaminan kesehatan 

sosial. 
(2) Program jaminan kesehatan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang. 

Pada UU Kesehatan 2009 sebagaimana lertera di atas, seeara kosnsisten 

menggunakan konsep "setiap orang", Sementara pada UU SJSN, penormaan 

terkait hal yang tengah dibahas terdapat pada kosnsiderans menimbang 

menegaskan bahwa : 
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a. bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi 
kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya 
menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan 
makmur; 

Selanjutnyc!, dalam ketentuan PasaI 1 diatur bahwa : 

1. Jaminan sosial adalah salah satu bentnk perlindungan sosial untuk 
menjamin seIuruh ~ agar dapat memenuhi kebutuhan dasar 
hidupnya yang layak. 

2. Asuransi sosial arlalah suatu mekanisme pengumpulan dana yang bersifat 
wajib yang berasal dari iuran guna memberikan perlindungan atas resiko 
sosial ekonomi yang menimpa peserta danlatau anggota keluarganya. 

3. Tabungan wajib adalah simpanan yang bersifat wajib bagi peserta 
program jaminan sosial. 

4. Bantuan iuran adalah iuran yang dibayar oteh Pemerintah bagi fakir 
miskin dan orang mampu sebagai peserta program iaminan so sial. 

5. Dana Jaminan Sosial adalah dana arnallat milik seluruh peserta yang 
merupakan himpwlan iuran bcscrta hasil pengembangannya yang 
dikelola oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial untuk pembayaran 
manfaat kepada peserta dan pembiayaan opcrasional penyelenggaraan 
program jaminan sosial. 

6. Peserta adalah setiap orang, tennasuk orang asing yang bekerja paling 
singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran. 

7. Manfaat adalah faedah jarninan sosial yang menjadi hak peserta danlatau 
anggota keluarganya. 

8. luran adalall sejumlah uang y~g dibayar secara teratur oleh peserta, 
pemberi ketja, dan/atau Pemerintah. 

9. Pekeria adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, 
atau imbalan dalam bentuk lain. 

Berkait dengan hal di atas, selanjutnya dalam Pasal2 UU SJSN menegaskan 

bahwa: 

Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan asas 
kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat 
Indonesia. 

Selanjutnya pada pasal 3 ditegaskan bahwa : 

Sistem Jaminan SosiaI Nasional bertujuan untuk memberikan jaminan 
terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta 
dan/atau anggota keluarganya. 
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Demikian selanjutnya, pengaturan yang ditegaskan dalam bab V yang berisi 

tcntang Kepesertaan dan luran, dari pasal 13 sampai dengan pasal 17 digunakan 

konsep "peserta". Berkait dengan konseD Deserta 1m, terdaDat hal yang mendapat 

perhatian Deneliti bahwa. dalam UU yang sarna, konsep tentang "peserta" 

didefinisikan secara (sedikit) berbeda. Hal lni dapat dimengerti karena 

kaarkateristik jaminan jaminan sosial dengan varian yang ada, memerlukan 

penegasan konsep pendefinisian teknis opra8ional. Peneliti menghindar untuk 

terjebak dalam pencermatan itu lebih jauh. karen a peDcermatan pada bagian ini 

diarahkan mrngiDventarisir substansi varian kODsep tentang elsistensi PMI dalam 

tatanan hukum nasional. 

Pada kenetuan Pasal 20, Pasal 30, Pasa! 36, Pasal 40 dan Pasal 44 diatur hal 

menngenai varian konsep terhubung substansi subjek yang hendak dHindungi 

dalamjaminan sosial, maka dapat diidentifikasi sebagai berikut: 

a. Pasal 20 menegaskan bahwa, Peserta jaminan kesehatan adalah 
setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh 
Pemerintah. 

b. Pasal 30 menegaskan bahwa. peserta jaminan kecelakaan kerja 
adalah seseomng yang telah membayar iuran. 

c. Pasa136 menegaskan bahwa, pesertajaminan hari tua adalah peserta 
yang telah membayar iuran. 

d. Pasal 40 menegaskan bahwa, peserta jaminan pensiun adalah 
pekerja yang telah membayar iuran. 

e. Pasal 44 menegaskan bahwa, Peserta jaminan kematian adalah 
setiap orang yang telah membayar juran. 

Berdasar pada inventarisasi di atas, maka konsep yang digunakan adalah, 

a. Rakyat; 

b. setiap orang; 

c. seseorang; 

d. peserta dan/atau anggota keluarga; 

e. peketja; serta 

f. orang asing. 

Demikian pula halnya dalam UU BPJS, penormaan terkait hal yang tengah 

dibahas terdapat pada konsideran menimbang, menegaskan sebagai berikut: 

43 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

LAPORAN PENELITIAN SKEMA PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN.. AKTIEVA TRI T.T



a. Bahwa sistem jaminan sosial nasional mel1lpakan program Negara yang 
bertujuan untuk memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan 
sosial bagi seluruh rakyat; 

b. Bahwa untuk mewujudkan tujuan sistem jaminan sosial nasional perlu 
dibentuk badan penyelenggara yang berbadan hukum berdasarkan 
prinsip kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehatihatian, 
akuntabilitas, portabiJitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat, dan 
hasil pengelolaan dana jaminan sosial seluruhnya untuk pengembangan 
program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta; 

Sebagai peraturan pelaksana dari UU SJNS, UU BPJS mengatur konsep 

yang mirip dengan peraturan yang menjadi dasar pembentukannya. Yakni: 

1. Rakyat; 

2. setiap orang; 

3. seseorang; 

4. peserta dan/atau anggota keluarga; 

5. pekerja; serta 

6. orang asing. 

Secara spesisiflk terdapat penambahan konsep di dalamnya, yakitu konsep 

"masyarakat". Secara keseluruhan hal itu tertuang dalam 13 pasal, yang meliputi, 

Pasall angka (2.3.4.5.6.7.8.10, Pasal3, Pasall0 buruf(a), (b), (d), (e), (g), Pasal 

11 huruf (e) dan huruf (t), Pasal 13 huruf (a), (b), (d), (e), (t), (g), dan (h), Pasal 

14,15,16,17,18,19,48 dan Pasal49 (1). 

Mencermati bahan hukum yang tertera di atas sebagai hasil penelusuran, 

jika dikelompokan maka secara kategoris berdasar ilmu perundang-undangan, 

penormaan yang tercantum di atas, tersusun menurut norma adresat umurn, 

bergerak menuju spesiftk, hingga terbentuknya nonna sub spesiftk Iteknis 

operasional. Norma adresat umum seperti warga negara, penduduk, rakyat, setiap 

orang. Norma adresat spesifik seperti pekerja, peserta,. Norma adresat sub spesifikl 

teknis. seperti, seseorang, anggota keluarga dan orang asing. 

Secara deskripsi induktif hal tersebut dinarasikan,bahwa seseorang, 

anggota keluarga, serta orang asing merupakan bagian dari konsep pekeIja ( sebagai 

konsep spesifikl istilah teknis di bidang ketenagakerjaan) maupun konsep peserta 
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(scbaga i konscp spcsifik listi lah tcknis di bidang sislcm jamian sosia) . Scmcmara 

konscp pckclja maupun konscp pcscrta mCll.lpakan bagian dari konscp genus warga 

ncgara, pcnduduk, rakyat dan sctia p ora ng. Secara skematik dcdukti f hal ya ng 

di naras ikan sebe lumnya IcrSUSlln sebagaimana dalam Gambar 5. 

5.101.3.Substansi PcngalUnUl Pcrlindungan Jamsoskcs tcrhadap PMI: Cclah 

Dclcgasi Pcrund:mg-undang:w yang tcrkunci olclt Skcma Pcng:lturan 

B:td:lll Pcnyclcnggaraa .lamin:lII Sosial yang Illcmbcl:lh 

Sej arah huku m jaminan sosial di Indonesia, mcn inggalkan jejak dan mcnyimpan 

cacm lahir terscmbunyi bagi dasar pembangunan pcrlidungan jam inan sos ial pada 

masa schrang, khususnya tcrkai t pcrlidungan Jamsoskcs PM I. Scbag<limana tdah 

digambarkan pada Bab II bahwa lcnislbcnruk Jaminan sosial hcmpa: Jaminan 

Kesehalall, Jaminall Kecclakaan Kerja, dan Jaminan Ilari Ilia sen a Jami nan 

Kcma tian. Bentuk dan jenis .I aminan sos ial i lll , dise lcnggarakan oleh hadall 

pcnycJcnggara. 

Camb:lr 3: Konscp Kcpcsert:l:lIl BP.IS . 

Konsep Umum 

(seti ap) Wa rga nega ra, Rakya t, (setiap ) Pend uduk , 

(setiap) orang 

'--_._----""..."..-----------' 

Konsep su b 
spesifi k/teknis 

Seseorang, anggota 
keluarga dan orang asing 
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Menurut sejarahnya, Untuk melayani pcserta Pegawai Negeri Sipil ,jenis 

Jaminan kcsehatan diselenggarakan oteh PT ASKES, Jaminan Hari tuaIPcnsiun 

dan Jaminan kematian diselenggarakan olch PT TASPEN. PT ASABRI sebagai 

penyelenggara jaminan sosial bagi anggota TNIlPOLRl. PT Jamsostek sebagai 

bad an penyelenggara Jaminan sosial bagi tenaga kerja, yang mengeover jenis 

layanan j aminan kesehatan, jaminan Kecelakaaan, dan jaminan Kematian. Datam 

Perkembangannya, saat teIjadi reformasi kelembagaan badan penyelenggaran 

jaminan sosiat, yang terintrodusir melalui UU SJSN dan UU BP JS, terjadi 

rekonstruksi skema Badan Penyelenggal'a Jaminan sosial di Indonesia. 

Rekonstruksi kelembagaan ini menyederhanakan jumlah Badan penyelenggara 

jaminan sosial dengan hanya melahirkan dua nomenklatuJ', yakni BPJS 

Ketenagakeljaan dan BPJS Kesehatan. L1hirnya dua Badan illi, tetap memberi jenis 

layanan jaminan so sial sepel1i pada masa sebelumnya. Penyederhanaan 

kelembagaan ini, mengirim pesan kuat. bahwa setelah metewati masa peralihannya, 

secara atributif hanya dua Badan penyetenggal'a jaminan sosial yang diberi 

wewenang untuk melaksanakan bentuk layanan jaminan sosial di Indonesia. 

Seeara nonnatif dinantika sejarah yang dinarasikan itu tersusun dan diatur 

dalam UU SISN dan W BPJS. Bab VIII Ketentuan Peralihan Pasa152 UU SISN 

menegaskan: 

1. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku : 

a. Perusahaan Perseroan (Persero) Jaminan Sosial Tenaga Kerja 
(JAMSOSTEK) yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 36 Tahun 1995 tentang Penetapan Badan penyelenggara 
Program Jaminan Sosiat Tenaga KeIja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1995 Nomor 59), berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 1992 ten tang Jaminan Sosial Tenaga Kerja ( 
Lembaran Negara Repuhlik Indonesia 
Tahun 1992 nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3468); 

b. Perusahaan perseroan (Persero) Dana Tabungan dan Asuransi 
Pegawai Negeri (T ASPEN) yang dibentuk dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 26 tahun 1981 tentang Pengalihan Bentuk 
Perusahaan Umum Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri 
Menjadi Perusahaan Perseroan (persero) (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 38), berdasarkan Un dang-
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Undang Nomor 11 Tahwl 1969 tentang pensiun Pegawai dan 
pensiun JandaJDuda Pegawai (Lembaran Negara Nomor 2906), 
Undang-Undang Nomor 8 TallUn 1974 tentang Pokok-pokok 
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun1974 
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3014) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 1999 Nomor 169, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890), dan Peraturan 
Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai 
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 
Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3200); 

c. Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Sosial Angkatan 
Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI) yang dibentuk dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1991 tentang Pengalihan 
Bentuk Perusahaan Umwn (Perum) Asuransi SosiaJ Angkatan 
Bersenjata Republik Indonesia menjadi Pemsahaan perseroan 
(persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 
Nomor 88); 

d. Pemsahaan Perseroan (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia 
(ASKES) yang dibenruk denganPeraturan Pemerintah Nomor 6 
Tahwl 1992 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umwn (Perum) 
Husada Bhakti menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tabun 1992 Nomor 16); tetap berlaku 
sepanjang belum disesuaikan dengan Undang-Undang ini tetap 
berlaku sepanjang belum disesuaikan dengan Undang-Undang ini. 

Selanjutnya da]am UU BPJS dalam Bab XVII Pasal 57 tentang Ketentuan 

Peralihan secara lebih detil dan operasional ditegaskan: 

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: 

a. Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Kesehatan Indonesia atau 
disingkat PI Askes (Persero) yang dibentuk dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 6 Tahun 1992 tentang Pengalihan Bentuk 
Perusahaan Umum (Perum) Husada Bhakti menjadi Perusahaan 
Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 
Nomor 16) diakui keberadaannya dan tetap melaksanakan program 
jaminan kesehatan, termasuk menerima pendaftaran peserta bam, 
sampai dengan beroperasinya BPJS Kesehatan; 

b. Kementerian Kesehatan tetap melaksanakan kegiatan operasional 
penyelenggaraan program jaminan kesehatan masyarakat, terrnasuk 
penambahan peserta bam, sampai dengan beroperasinya BPJS 
Kesehatan; 

c. Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian 
Republik Indonesia tetap melaksanakan kegiatan operasional 
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penyclenggaraan program layanan kcsehatan bagi pesertanya, termasuk 
pcnambahan pcserta bam, sampai dengan beroperasinya BPJS 
Kesehatan, kecuali untuk pelayanan kesehatan tertentu berkaitan dengan 
kegiatan operdSionalnya, yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden; 

d. Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja atau 
disingkat PT Jamsostek (persero) yang dibentuk dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 tentang Penetapan Badan 
Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Ketja (!.embaran 
Negara Republik Indonesia Tabun 1995 Nomor 59), berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosia} Tenaga 
Kerja (!.embaran Negara Republik Indonesia Tabun 1992 Nomor 14, 
Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468) tetap 
melaksanakan kegiatan operasional penyelenggaraan: 

e. program jaminan pemeliharaan kesehatan termasuk penambahan 
peserta baru sampai dengan beroperasinya BPJS Kesehatan; dan 
program jaminan kecelakaan keIja, jaminan kematian, dan jaminan hari 
tua bagi pesertanya, termasuk penambahan peserta baru sampai dengan 
berubah menjadi BPJS Ketenagakeljaan. 

f. Perusahaan Perseroan (Persero) PT ASABRI atau disingkat PT 
ASABRI (Persero) yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
68 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusabaan Umum (Perum) 
Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menjadi 
Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahon 1991 Nomor 88), berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahon 
1966 tentang Pemberian Pensiun, Tunjangan bersifat Pensiun, dan 
Tunjangan Kepada Militer Sukarela (Lembaran Negara RepubIik 
.Indonesia Tabun 1966 Nomor 33, Tambaban Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2812), Undang-Undang Nomor 11 Tabun 
1969 tentang Pensiull Pegawai dan Pensiun JandalDuda Pegawai 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 1969 Nomor 42, 
Tambaban Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 2906), 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 
TallUn 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 
169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890), 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan 
Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1988 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3369), Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tabun 1968 tentang 
Pemberian Pensiun Kepada Warakawuri, Tunjangan Kepada Anak 
YatimIPiatu, dan Anak Yatim-Piatu Militer Sukarela (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tabun 1968 Nomor 61, Tambaban Lembaran 
Negara Repuhlik Indonesia Nomor 2863), dan Peraturan Pemerintah 
Nomor 67 Tahun 1991 tentang Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata 
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Republik Indonesia (l..embaran Negara Republik Indonesia Tabun 1991 
Nomor 87, Tambaban l..embaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3455) tetap melaksanakan kegiatan operasional penyelenggaraan 
program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan 
program pembayaran pensiun bagi pesertanya, termasuk penambahan 
peserta barn, sampai dengan dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan. 

g. Perusahaan Perseroan (Persero) PT DANA TABUNGAN DAN 
ASURANSI PEGA W AI NEGERI atau disingkat PT T ASPEN (Persero) 
yang dibentuk del1gan Peraturan Pemerintab Nomor 26 Tabun 1981 
tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Dana Tabungan dan 
Asuransi Pegawai Negeri Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) 
(l..embaran Negara Repuhlik Indonesia Tabun 1981 Nomor 38), 
herdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tabun 1969 tentang Pensiun 
Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik 
Indonesia TallUn 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2906). UndangUndang Nomor 8 Tabun 
1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tabun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubab den gall 
Undang-Undang Nomor 43 TahWl 1999 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3890), dan Peraturan Pemerintab Nomor 25 
Tabun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tabun 1981 Nomor 37, Tambahan 
Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Nomor 3200) tetap 
melaksanakan kegiatan operasional penyelenggaraan progrmn tabungan 
hari tua dan program pembayaran pensiun bagi pesertanya, termasuk 
penambaban peserta barn sampai dengan dialibkan ke BPJS 
Ketenagakerjaan. 

Dalam Bab XVIII mengenai Ketentllan Penutup Pasal 58 dinyatakan bahwa pada 

saat berlakunya Undang-Undang ini Dewan Komisaris dan Direksi PT Askes 

(Persero) sampai dengan beroperasinya BPJS Kesebatan ditugasi untuk: 

a. menyiapkan operasional BPJS Kesehatan unhlk program jaminan 
kesehatan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 sampai dengan 
Pasal 28 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4456). 

b. menyiapkan pengalihan aset dan liabilitas, pegawai, serta bak dan 
kewajiban PT Askes (Persero) ke BPJS Kesebatan. 
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Atas perubahan kelembagaan tersebut perlu dilakukan langkah-Iangkah transisional 

dimana Dewan Komisaris dan Direksi PT Jamsostek (Persero) sampai dengdll 

berubahnya PT Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan ditugasi untuk 

(PasaI61): 

a. menyiapkan pengalihan program jaminan pemeliharaan kesehatan 

kepada BPJS Kesehatan; 

b. menyiapkan operasional BPJS Ketenagakerjaan untuk program 

jaminan kecelakaan kelja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan 

j aminnn kematian; 

c. menyiapkan pengalihan aset dan liabilitas serta hak dan kewajiban 

progrdm jaminan pemeliharaan kesebatan PT Jamsostek (persero) 

terkait penyelenggaraan program jaminan pemeliharaan kesehatan ke 

BPJS Kesehatan; dan 

d. menyiapkan pengalihan aset dan liabilitas, pegawai, serta hak dan 

kewajiban PT Jamsostek (Persero) ke BPJS Ketenagakerjaan. 

Perubahan PT Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakeljaan pada tanggal 1 

Januari 2014 tersebut diikuti dengan perubahan struktur kelembagaan dimana PT 

Jamsostek (Persero) dinyatakan bubar tanpa likuidasi dan semua aset dan liabilitas 

serta hak dan kewajiban hukum PT Jamsostek (Persero) menjadi aset dan liabilitas 

serta bak dan kewajiban hukum BPJS Ketenagakerjaan. Berkenaan dengan 

kebutuhan sumber daya manusia di lembaga yang baru dilahirkan, maka semua 

pegawai PT Jamsostek (Persero) beralih menjadi pegawai BPJS Ketenagakeljaan. 

Menteri Badan Usaha Milik Negara se1aku Rapat Umum Pemegang Saham 

mengesahkan laporan posisi keuangan penutup PT Jamsostek (Persero) setelah 

dilakukan audit oleh kantor akuntan publik dan Menteri Keuangan mengesabkan 

posisi laporan keuangan pembukaan BPJS Ketenagakerjaan dan laporan posisi 

keuangan pembukaan dana jaminan ketenagakerjaan. Dengan status barunya, maka 

BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, 

program jaminan hari tua, dan program jaminan kematian yang selama ini 
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diselenggarakan oleh PT Jamsostek (Persero), tennasuk menerima peserta barn, 

sampai dengan beroperasinya BPJS Ketenagaketjaan yang sesuai dengan ketentuan 

Pasal 29 sampai dengan Pasal 38 dan Pasal 43 sampai dengan Pasal 46 

UndangUndang Nomor 40 Tabun 2004 ten tang Sistem Jaminan Sosial Nasional, 

paling lambat 1 Juli 2015 (Pasal 62). 

Pasal 63 UU BPJS melengkapi ketentuan transisional di atas dengan 

ketentuan bahwa Dewan Komisaris dan Direksi PT Jamsostek (Persero) untuk 

pertama kali, diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi 

BPJS Ketenagaketjaan untukjangka waktu paling lama 2 (dua) tabun sejak BPJS 

Ketenagakerjaan mulai beroperasi. Sementara Pasal 64 menegaskan babwa BPJS 

Ketenagakerjaan mulai beroperasi menyelenggarakan program jaminan kecelakaan 

kerja, program jaminan han tua, program jaminan pensiun, dan program jaminan 

kematian bagi Peselta, selain peserta program yang dikelola PT TASPEN (Persero) 

dan PT ASABRI (Persero), sesuai dengan ketentuan Pasal 29 sampai dengan Pasal 

46 Undang-Undang Nomor 40 Tabun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional 

paling lambat tanggal 1 Juli 2015. 

Untuk pengalihan dari PT ASABRI (Pesero) dan PT TASPEN (Persero) 

diatur dalam Pasa165: 

a. PT ASABRI (Persero) menyelesaikan pengalihan program Asuransi 

Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan program 

pembayaran pensiun ke BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tabun 2029. 

b. PT T ASPEN (persero) menyelesaikan pengalihan program tabungan han 

tua dan program pembayaran pensiun dari PT TASPEN (Persero) ke 

BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029. 

Ketentuan mengenai tata eara pengalihan program Asuransi Sosial Angkatan 

Bersenjata Republik Indonesia dan program pembayaran pensiun dari PT ASABRI 

(Persero) dan pengalihan program tabungan hari tua dan program pembayaran 

pensiun dari PT TASPEN (Persero) ke BPJS Ketenagaketjaan diatur dengan 

Peraturan Pemerintah (PasaI66). 
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Perubahan kelembagaan dalam perlindlmgan sosial yang dilakukan melalui 

UU BPIS ini dilakukan dengan mengecualikan beberapa ketentuan yang 

menyangkut merger, akuisisi dan perubahan bentuk perusabaan yang diatur di dalam 

ketentuan-ketentuan lain, yaitu (pasal 67): 

a. Pasal 142 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 40 Tabun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4756); 

b. Pasal 64 ayat" (J) Undang-Undang Nomor J 9 Tahun 2003 tentang Badan 

Usaha Milik Ncgara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2003 

Nomor70); 

c. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 tentang Penetapan 

Badan Penyelellggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 59) dicabut 

dan dinyatakan tidak berlaku lagi; 

d. Ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 15 Undang-undang Nomor 

3 Tabun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tamb.aban 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468) dinyatakan tetap 

berlaku sampai dengan beroperasinya BPJS Ketenagaketjaan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64; dan 

c. Pada saat mulai beroperasinya BPJS Kctenagakerjaan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 64, Undang-Undang Nomor 3 Tabun 1992 tentang 

Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3468) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. 

Menyadari bahwa Undang-undang ini barns segera dilengkapi dengan 

peraturan pelaksana, maka Pasal 70 UU BPJS menegaskan bahwa Praturan 

pelaksanaan dari Undang-undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tabun 

untuk peraturan yang mendukung beroperasinya BPJS Kesehatan; dan 2 (dua) 

tabun untuk peraturan yang mendukung beroperasinya BPJS Ketenagaketjaan 
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tcrh itung scj ak Undang-Undang 1111 diundangkan. Sccara skcmatik hal ilu 

digambarkan scbagai bcril..'llt: 

GambaI' 4: Konsolidasi Lcmbaga PCllyclcuggara Jamillan Kcschat:m dan 
Jaminan Ketenagakerj:l:m mclalui Und:lIIg-undang BPJS 

Badan Penyelenggara 
dan Jenis layanan 
Jaminan sosialnya 

Sebelum era UU BPJS 

Dinamika pcrkcmbangan BPJS di era UU SJSN dan UU BPJS 5cbagaimana 

tergambar secara skcmatik di alas, dalam penclurusan pencliti mcninggalkan jejak 

caea! kelah iran. Hal ini berirnplikasi bagi k iprah perJidung.an jaminan 505:al 

kcsehatan bagi PMI yang dengan giat-giatnya tcngah dibangllll. Dengan kala lai n 

dapat d iseblltkan bahwa Pola penOimaan dan kclcmbagaan BPJS keschatan sepert! 

dalam UU SJSN dan UU BPJS tidak adaplatifdan tidak ramah bagi PM!. Dibawah 

naungan pcnonnaan skel11a kelcmbagaan mcnllrut UU SJSN dan UU BPJS seperti 

saal sckarang ini , perlindungan alas jaminan sosia! kcschatan lcrhadap PMI lidak 

akan pcrnah tcrwujud. 
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Gambar 5: Pcmbagian Tugas dan Lingkup Luyanan BPJS Kcschatan dan 

BPJS Kctcnagakcrjaan sctcbh UU BP.TS 

"BPJS 
KETENAGAKERJAAN 

JKK, JHT, JK 

BPJS KESEfiATAN 

Jamsoskes 

Bcrdasar anal isis dcngan mcnggunakan pandangan fri edman, pada lalaran 

subslausi, pcnomlaan seperti ini sulil dilaksanakan di [ataran praktck. Berdasar 

waw<.:.l1cara dan penelusunm terhadap pcr:Jtur,JIl pernnuangan lludangall yang terka i{ 

dcngan pcrlidungan jaminan sosial kcschatall tcrhadap PMI, pcncl it i Illcmpcro lch 

fakta tcn tang bclum tcrlindungi nya jaminan sos ial kcschatan PMI secara Icbih luas. 

Anal isis pada bagian sebelumnya di alas, mcngkonfimwsi pemyataan ini . 

Dari spektnllll substansi hukum, pcnonuaan alas eksistensi kclcmbagaan 

BPJS yang bcrpola dan berkategan hanya pada duajalur sepcrti saat sckarang ini, 

harns ditcrobos agar tcrbuka sckat pcngunci ya ng scmpit dan kaku, schi ngga badan 

pcnye lenggara jaminan sosia l leb ih adaptati f Illcrcspon kebutllhan alaS 

ked inamikaan yang terjadi. 

Scsungguhnya dalam balang tubll h UU SJSN tcrscd ia sarana dclcgasi 

pcrundang undangan yang dapat dibTlJnakan untuk mcmbuka kuncian ak ibat 

pembentukan BPJS yang hanya berkatego ri duajalur. Pada Kctentuan Bab 1II UU 

SJSN, yang be ris i ten tang Badan Pcnyelenggara Jaillinan Sosial, Pasa l 5 nyal (1) 

dan (4) mcncgaskan: 

55 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

LAPORAN PENELITIAN SKEMA PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN.. AKTIEVA TRI T.T



(1) Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial harus dibentuk dengan 

Undang-Undang. 

(4) Dalam hal diperlukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial selain 

dimaksud pada ayat (3), dapat dibentuk yang baru dengan Undang

Un dang. 

Selanjutnya. dalam penjelasan pasal5 ayat (4), diterangkan bahwa: 

Pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menurut ketentuan ini 
di~aksudkan untuk menyesuaikan dengan dinamika perkembangan 
jaminan sosial dengan tetap memberi kesempatan kepada Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial yang telah ada/atau yang barn, dalam 
mengembangkan cakupan kepesertaan dan program jaminan sosial. 

Dengan melakukan penafsiran terbadap Pasal 5 ayat (4), menunjuk pada frasa 

"dalam bal yang dipedukan" sebagai diksi pembukanya, maka dalam frasa itu 

terkandung makna sebagai berikut: 

Pertama, Pembentuk. peraturan diberi kebebasan untuk. menilai keadaan. 

Kedna, Bentuk. Hukumnya banya Undang Undang, tidak boleh bentuk. hukum lain. 

Ketiga, Pembentukan BPJS baru dimungkinkan dan sah jika syarat 

pembentukannya terpenuhi. Keempat, Syarat sahnya pembentukan BPJS adalah 

hadimya kondisi objektif yang akan mengancam hak dasar warga negara yang 

seharusnya dilindungi oleh negara. 

Merujuk pada penafsiran yang dikemukakan dia atas, maka berarti bahwa 

sangat dimungkinkan untuk membentuk BP JS baru diluar dari SP JS yang telah ada 

sebagaimana selama ini telah beroperasi, melepas eengkraman kuneian kaku yang 

merupakan caeat lahir bawaan darinya, yang secara faktual tidak dapat 

mengeskalasi penghonnatan, perlindungan dan pemenuban jaminan sosial 

kesehatan terhadap PM! sebagai hak asasi manusia yang dijamin oleh Instrumen 

hukum Intemasional, UUDRI 1945 serta sederetan peraturan perundang undangan. 

Sejalan dengan alur analisis di atas, maka penting menyusun argumentasi 

yang sistematis untuk merumuskan kualiftkasi pemenuhuan syarat ., dalam hal yang 

diperlukan" sebagaimana yang tertuang dalam Pasal5 (4) UU PPMI. 
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· Oleh karena itu, arab analisis pada bagian sclanjutnya dibangun dengan 

kesadaran yang berpola dan mengarah pada sistimatisasi argumentasi guna 

memperoleh elaborasi pemikiran yang pada akhimya akan terbentuknya BPJSjalur 

ketiga yang integratif, yang secara khusus akan mengadres penghormatan dan 

perlidungan jaminan sosial kesehatan terhadap PMI. 

5.1.2. Karakteristik khas PMI sebagai Subjek Hukum. 

Karakteristik yang melekat pada subjek hukum yang disebut PMI sangat 

khas, berbeda dengan subjek hukum warga negara/penduduk Indonesia lainnya 

sebagai peserta jaminan sosial kesehatan. Kekhasan PM] terlkait dengan 

perlidungan haknya untuk memperoleh jaminan sosial kesehatan adalah bahwa 

tempat PMI bekerja berada di luar negeri. Dengan berkedudukan dan beraktifitas 

diluar negeri, maka perbuatan, peristiwa dan keadaan, hubungan hukum. hak dan 

kewajiban serta tanggung jawab PMI dipengaruhi oleh beberapa hal, terutama 

menyangkut soal lingkup yurisdiksi dan kedaulatan llegara. 

Secara simulatif sederhana dapat digambarkan sebagai berikut: Secara 

Institusional, Kementrian yang secara organik menangani Tenaga kerja adalah 

Kementrian Tenaga kerja. Karena secara telenis manajerial ketenagakerjaan, khusus 

soal PMl, berlaku skema pm penempatan, penempatan serta puma penempatan. 

Maka pada tiga area itu, bekerja lebih dari satu otorita kewenangan, diluar 

kementrian ketenagakerjaan. Kementrian ketenagakerjaan, mengawal pada tataran 

pra penempatan dan puma penempatan. Pada dua area ini, dalam tataran praktek 

terkoneksi dengan institusi lain semisal Kementrian Hukum dan Hak Azasi 

Manusia in casu Direktorat Jenderal keimigrasian, Pemerintah Daerah hingga 

satuan pemerintahan sampai tingkat terendah, dan (dahulu) BNP2PMI. Pada Area 

penempatan, PM} memasuki fase yang lebih khas, karena PMI melintas batas 

yurisdiksi kedaulatan negara. Pada diri PMI, secara hukwn terformat dalam dua 

kualitas kedudukan hukuln sekaligus yakni, Pertama sebagai PMI, dan kedua 

sebagai warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Berkedudukan hukum 

seperti yang digambarkan sebelumnya, menempatkan kementrian organik yang 

sebelumnya berwenang secara atributif mengawal PMI, yakni kementrien 
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ketenagakerjaan, secara gradual signifikan kchilangan wewenang karena locus 

(unbevoeheid locusi). Kementrian yang betWenang menjalin komunikasi dengan 

negara penerima tenaga keJja adalah kementrian Luar Negeri. Agar secara 

institusional pengawalan terhadap perlidungan hak hak PMI diluar negeri secara 

teknis tetap berlangsung, maka pad a negara penerima PMI, ditempatkan atase 

Ketenagakerjaan. 

Keunikan subjek hukum PM!, akan semakin komplikatifjika diperhadapan 

pada fakta yang dijumpai bahwa varian-variannya dalam tataran praksis dapat 

berupa PM! berdokumen dan tidak berdokumen, PMI Prosedural dan tidak 

prosedural. Varian varian PMI seperti yang disebutkan sebelumnya dari perspektif 

hukum, secara elementer memiliki kualitas kedudukan hukum yang berbeda. Hal 

ini berimplikasi terhadap hak, kewajiban, tanggung jawab, dan hubungan hukum 

antara PMI dengan Pihak. berwenang disekitar dirinya. Terhadap realitas varian 

PM! yang disebutkan sebelunmya, khususnya PMI tidak. berdokumen dan/atau PM! 

tidak prosedural, secara umum bagaimanakah perlindungan bukuDl atas mereka, 

terlebih khusus lagi terbadap jaminan sosial kesehatan, adakah dan bagaimanakab 

akses penghonnatan perlidungan terhadap mereka? BPJS mana yang melindungi 

dan melayani jaminan sosial kesehatan mereka? Serentetan pertanyaan ini bemada 

sarkastik, karen a jangankan terhadap varian PM! Yang tidak berdokurnen dan/atau 

tidak prosedural, terhadap PMI yang berdokumen dan prosedural saja, 

penghonnatan dan perHndungan serta pemenuhan jaminan sosia) kesehatan 

mereka, masih berpola minimal dengan tampilan bernuansa ultra vires bermodus 

penyelundupan hukum melalui Program JKK yang yang bekerjasama dan dilayani 

oteh BPJS ketenagakerjaan. 

BPJS kesehatan sebagai representasi pengakselerasi tugas pemerintahan 

yang diberi wewenang atributif untuk melakukan layanan jaminan kesehatan 

nasional tidak kunjung hadir untuk mengurai kerumitan ini. Fakta yang ditemukan 

di dalam tatanan praktek, melalui wawancara terungkap bahwa BPJS kesehatan 

enggan hadir memenuhi undangan rapat saat membicarakan soa1 jaminan sosial 

kesehatan terhadap PMI (wawancara tanggal...). Mengikuti perfonna BPJS 
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kesebatan melalui pemberitaan media cetak dan clektronik, yang menggambarkan 

babwa BPJS merugi ( telusuri media yang memberitakan atau webx BPJS scndiri), 

relevan mengbubWlgkan rasionalitas keengganan BPJS kesebatan untuk 

membicarakan perlidungan jaminan sosial kesehatan PMI. Rasionalitas itu secara 

formulatif tersusun "Mengurus jaminan sosial kesehatan dalam negeri saja, sudah 

menjadi beban yang sangat berat bingga merugi, apalagi hams melaksanakan 

wewenang atributif melayani PMI" 

Sekelumit fakta empirik yang dijumpai dalam peneltian, Peneliti berpandangan 

bahwa sudabi praktek yang tidak sehat ini. Melalui celah praktek yang tidak sehat 

ini, terhampar dengan sangat jelas tentang pengabaian kewajiban konstitusional 

yang dilakukan BPJS kesehatan. Harus dieari jalan keluar dari hambatan struktural 

ini, melalui substansi penerobosan norma. 

5.1.3. Jaminan Kecelakaan Kerja sebagai jaminan sosia) ketenagakerjaan, 

bukan jaminan sosial kesehatan. 

Ikhtiar Kementrian Ketenagakeljaan untuk melindungi PMI khususnya 

berkait dengan program jaminan sosial melalui pengaturan dalam PMK PJSPMI 

2017 patut diapresiasi. Spirit yang melatarbelakanginya menunjukan idealisme 

sebuah negara dengan pemerintaban yang beJ;ldak mewujudkan pengormatan dan 

perlindungan terhadap barkat martabat rnanusia, sebagaimana amanab konstitusi 

dan tata nilai universal. Pada analisis sebelumnya dinyatakan tentang kualitas dan 

jangkauan penonnaan perlindungan jaminan sosial kesehatan dengan pol a minimal 

melalui sarana JKK. 

Melalui spektrum penataan legislasi nasional terkait sistem jaminan sosial 

nasional, Pranata-pranata hukum yang tersusun di dalamnya seharusnya utllh, 

sistemik dan saling menguatkan. Jika sebelumnya peneliti telah memberi apresiasi 

atas tindakan perumusuan UU PPMI serta Pemturan Pelaksana peralibannya, 

semisal PMK PJSPMI2017, tetapi keteraturan pranata konsep barus tetap dijaga. 

Konsep JKK barus tetap diposisikan dalam rumpun jaminan sosial 

ketenagakerjaan, Demikian pula Jaminan sosial Kesebatan masuk dalam rumpun 
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sistem Jaminan kesehatan nasional (JKN). karen a dilihat dari proses 

pendaftarannya terdapat jalur yang berbeda, Untuk memperolch kepesertaan JKK, 

JHT dan JK proses pendaftaran berada pada BPJS ketenagakerjaan. Demikian pula 

soal cara memperoleh manfaat, seluruh program Jaminan sosial yang berumpun 

pada BPJS ketenagakerjaan secara umum dilakukan melalui skema "cash benefit". 

Pada Programjaminan Kesehatan Nasional, kepesertaannya didaftarkan pada BPJS 

kesehatan, manfaat program diperoleh melalui skema "inkind benefit". 

Deskripsi tentang konsep yang membedakan antara Jamsos ketenagakeIjaan 

dan Jamsos kesehatan ini dperlukan dalam rangka untuk menegaskan bahwa seeara 

normatif kODseptual Jaminan sosial kesehatan terhadap PMI belum pernah 

dilaksanakan. Jika daJam fakta maupun reaJitas ditemukan ada seorang warga 

negara yang bekerja di luar negeri telah (pernah) mendaftarkan kepesertaan dirinya 

pada BPJS kesehatan, sehingga suatu saat memperoleh manfaat atas 

kepersertaalmya~ illi tidak menjadi petul1juk sekaligus fakta bahwa perlindungan 

jaminan sosial kesehatan telah dipraktekan terhadap PM!, Karena boleh jadi 

seseorang bekerja di Iuar negeri bukan merupakan PMI. Karena berdasar ketentuan 

Pasal 4 ayat (2) UU PPM! menegaskan bahwa tidak tern1asuk sebagai Pekerja 

Migran Indonesia dalam Undang-Undang ini, yaitu: 

a. warga negara Indonesia yang dikirim atau dipekerjakan oleh badan 

intemasional atau oleh negara di Iuar wilayahnya untuk menjalankan 

tugas resmi; 

b. pelajar dan peserta pelatihan di luar negeri; 

c. warga negara Indonesia pengungsi atau pencari suaka; 

d. penanam modal; 

e. aparatur sipil negara atau pegawai setempat yang bekerja di 

Perwakilan Republik Indonesia; 

f. warga negara Indonesia yang bekerja pada institusi yang dibiayai oleh 

anggaran pendapatan dan belanja negara; dan 

g. warga negara Indonesia yang mempunyai usaha mandiri di luar negeri. 
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S.l. InstitusionalisasilPengorganisasian Perlidungan Jamsoskes PMI di 

Pcriodc Masa Bckcrja Relcvanslnya dcngan Pola Lcgislasi Naslonal 

Analisis pada bagian sebelumnya telah mendeskripsikan bahwa terdapat 

roang kosong dalam sistem menejerial penempatan PMI, yang belum tersentuh 

sarna sekali oleh perlindungan jaminan sosial kesehatan oleh otorita yang 

berwenang. Ruang kosong itu adalah fase/periode masa bekerja. Pada analisis 

sebelumnya pula telah dideskripsikan tentang keterbatasan wewenang uutuk secara 

maksimal mengakselerasi perlindungan jaminan sosial kesehatan terhadap PMI. 

Pada bagian ini, peneliti ingin mencennati pengomasisian dan pola legislasi 

nasional terkait substansi pengaturan tentang PMI beserta jaminan sosial kesehatan 

yang belum tersentuh sarna sekali itu. 

Pola legislasi pada setiap negara, berbeda beda. Dalam varian yang 

beragam itu, sesungguhnya pola legislasi dapat dikenali dan dikelompokan. 

Pengelompokan itu paling tidak dalam 3 bentuk. 

Pertama: Pola legislasi payung, yang mengandung arti bahwa dalam suatu negara 

terdapat satu Hukum, yang menjadi payung inspirasi rojukan bagi pengaturan rezim 

hukum yang serompun. KeIebihan poia legislasi tipe ini, sinkronisasi dan 

hannonisasi pengaturan di tingkat pelakasaan lebih terjaga. Kelemahannya, jika 

normanya tidak dirumuskan secara koprehensif dan antisipatif maupun prediktif, 

terjadi kesulitan di tingkat pengaturan teknis. 

Kedua: Pola legislasi bersebaran, mengandung arti bahwa pengaturan rezim hukum 

serumpun dilakukan dengan pola bertebaran dan bersebaran. KeIebihan pola 

legislasi tipe ini, lebih detail baik terhadap subjek maupun objek serta hubungan 

hak dan kewajiban maupun tanggung jawab. Kelemahannya adalah sui it menjaga 

konsistensi norma, tumpang tindih kewenangan, serta kewenangan saling 

mengunci. 

Ketiga: Ketiadaan pengaturan, mengandung arti bahwa dalam suatu negara tertentu 

tidak tersedia sarna sekali sistem pengaturan terhadap hal tertentu yang serompun. 
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Terkait dengan Jaminan sosial kesehatan di Indonesia, pola lcgislasi yang 

dikenalluas itu terasa sulit untuk dibadankan secara pas. Ingin disebut mcnganut 

pola pertama, karena jaminan sosial di Indonesia diatur menurut sietem jaminan 

sosial Nasional, tetapi nonna yang tertuang di dalamnya tidak adaptatif dan 

konprehensif menampung keburuhan ditingkat pelaksanaan. Semi sal perlindungan 

jaminan sosial kesehatan terhadap PMI. Norma kelembagaan sebagai subjek yang 

melaksanakan jaminan sosial kesehatan tersedia. Tapi adresat nonna terhadap 

peserta jaminan sosial kesehatan yang memiliki karakteristik unik seperti PMI tidak 

diprediksi saat membentuk badan penyelenggara jaminan sosial dalam fonnat dua 

jalur layanan. Pada penormaan kelembagaan dan pengorganisasian BPJS dalam 

pola duajalur, diharapkan dapat mengetengahkan sosok BPJS yang Miskin struktur 

kaya fungsi (MSKF), MSKF merupakan strategi dalam menejemen untuk 

memastikan mangkus dan mangkilnya suatu organisasi. 

Ada dua aspek yang terlupakan disaat ikhtiar penyederhanaan kelembagaan 

dengan strategi MSKF itu diartikulasi dan dinormatifikasi dalam refolmasi Sistem 

kelembagaan dan pengorganisasian Jarninan sosial, yairu : 

1. Aspek sejarah yang menorehkan kulrur kelembagaan dan 

pengorganisasian; 

2. Ajaran umum tentang fungsional struktural 

5.2.1.Aspek Sejarab yang Menorebkan Kultur Kelembagaan dan 

Pengorganisasian 

Pada saat menelusuri norma nonna dalam UU SJSN dan UU BPJS berkait 

dengan kelembagaan dan pengorganisasian badan penyelenggara jaminan sosial, 

sesungguhnya aspek sejarahnya ditemukan, tetapi hanya sebatas diletakan dalam 

konteks pemahaman akan mencantwnkannya dalam skema penggabungan dan 

instrumen penyelamat untuk masa peralihan semata, Aspek kulrur kelembagaan dan 

pengorganisasian kurang mendapat porsi perhatian yang memadai, bahkan terkesan 

diabaikan. 
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laminan sosial peketja yang sebelumnya dikelola oleh hadan penyelenggara 

jaminan so sial tenaga ketja (JAMSOSTEK) yang memberi layanan satu paket 

terpadu terhadap peketja dalam hal .TK.K, JK, JHT dan J amkes. Pada era reformasi 

BPlS yang berpola dua jalur, fitur lay~Ulan jaminan sosial sat1.1 paket terpadu itu 

teriris. Irisan yang memberi layanan atas JKK, JHT dan JHT berada pad a BPJS 

ketenagakerjaan, Irisan yang memberi layanan terhadap Jaminan kesehatan beralih 

pada BPJS kesehatan. 

Irisan yang membelah bagian yang sebelumnya merupakan satu paket 

terpadu layanan, mencipta gores an yang membekas tepat pada saat reformasi 

kelahiran kelembagaan bam berdasar UU SJSN dan UD BP JS. Masa peralihan yang 

tersedia dalam UU BPJS tidak cukup untuk mengubur habit yang telah mengakar. 

Habit keJembagaan dan pengorganisasian lama masih jelas terlihat dalam sistem 

pengaturanjaminan sosial sebagaimana terlihat dalam pengaturan programjaminan 

sosial pada PKM PJSPMI 2017 (telusuri kembali analisis JKK sebagai jaminan 

sosial ketenagakerjaan, bukan sebagai jaminan sosial kesehatan). 

Dihubungkan dengan eksistensi PM! yang memiliki karakter khas dan unik 

sebagaimana telah diutarakan pada uraian analisis sebelumnya. Maka jelas terlihat 

tidak kompatibelnya antara- irisan kelembagaan yang cacat goresan saat lahir, 

sehingga sulit diharapkan mengimplementasikan tanggung jawabnya memberi 

layanan jaminan sosial kesehatan terhadap pekerja, apalagi terhadap PM! yang 

berada pada fase kedua (bekerja) dari tahap tahap penempatan tenagakerja. Oleh 

karena itu, selama kclembagaan dan pcngorganisasian BPJS masih berpola scperti 

sckarang, jaminan sosial kesehatan terhadap PM! sulit terwujud. Kemudian dari 

pada itu, pola legislasi nasional berkait dengan perlidungan PM) pada peri ode 

bekerja sebagaimana yang tersedia sekarang ini, tidak memadai untuk menutupi 

ruang kosong perlindungan terhadap PMI. 

Sebagaimana yang telah diutarakan sebelumnya, bahwa pada peri ode 

penempatan saat bekerja, kementrian luar negeri yang diharapkan harns mengambil 

alih dasar dasar perlindungan inL 
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Meneluswi peraturan perundang undangan yang berkait perlidungan di luar 

negcri, ditemukan Undang-Undang Nomor 37 Tabun 1999 Tentang Hubungan 

Luar Negeri (UU HLN). Hal yang berkait dengan perlidungan warga negara di 

Luar Negeri diataur pada BAB V, berisi hal ten tang Perlindungan Kepada Warga 

Negara Indonesia di luar negeri. Seluruh isi bab V beserta pasal-pasal nya tersusun 

sebagai berikut: 

Pasall8 

(1) Pemerintah Republik Indonesia melindungi kepentingan warga negara 
atau badan hukum Indonesia yang menghadapi permasalahan hukum 
dengan perwakilan negara asing di Indonesia. 

(2) Pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) 
dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan kebiasaan 
intemasional. 

Pasal 19 

Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban : 
a memupuk persatuan dan kerukunan antara sesama warga negara 

Indonesia di luar negeri; 
b memberikan pengayoman, perlindungan, dan bantuan bukum bagi 

warga negara dan badan hukum Indonesia di luar negeri, sesuai 
dengan peraturan perundangundangan nasional serta hukum dan 
kebiasaan intemasional. 

Pasa120 

Dalam hal teJjadi sengketa antara sesruna warga negara atau badan 
hukum Indonesia di luar negeri, Perwakilan Republik Indonesia 
berkewajiban membantu menyelesaikannya berdasarkan asas 
musyawarah atau scsuai dengan hukum yang berlaku. 

Pasal21 

Dalam hal warga ncgara Indonesia terancam bahaya nyata, Perwakilan 
Republik Indonesia berkewajiban memberikan perlindungan, 
membantu, dan menghimpun mereka di wilayah yang arnan, serta 
mengusahakan untuk memulangkan mereka ke Indonesia atas biaya 
negara. 
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Pasal22 

Dalam hal terjadi perang dan atau pcmutusan hubungan diplomatik 
dengan suatu negara, Menteri atau pejabat lain yang ditunjuk oleh 
Presiden, mengkoordinasikan usaha untuk mengamankan dan 
melindungi kepentingan nasional, termasuk warga negara Indonesia. 

Pasal23 

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan 
Pasal 22 dilakukan me1alui keIja sarna dengan pernerintah setempat 
atau negara lain atau organisasi intemasional yang terkait. 

Pasal24 

(1) Penvakilan Republik Indonesia berkewajiban untuk mencatat 
keberadaan dan membuat surat keterangan mengenai kelahiran, 
perkawinan. perceraian, dan kematian warga negara Republik 
Indonesia serta melakukan tugas-tugas konsuler lainnya di wilayah 
akreditasinya. 

(2) Dalam hal perkawinan dan perceraian, pencatatan dan pembuatan 
surat keterangan hanya dapat dilakukan apabila kedua hal itu telah 
dilakukan sesuai dengan ketentuan hukwn yang berlaku di tempat 
wilayah kerja Perwakilan Republik Indonesia yang bersangkutan, 
sepanjang hukum dan ketentuanketentuan asing tersebut tidak 
bertentangan dengan peraturan perundangundangan Indonesia. 

Mecermati seluruh ketentuan pasal pasal yang tertera di atas yang memiliki 

relevansi dengan objek penelitian, serta dihubungkan dengan perlidungan jaminan 

sosial kesehatan terhadap PMl, maka dapat ditarik pemahaman dan catatan sebagai 

berikut: 

I. pengaturan tentang perlidungan warga negara indonesia diluar negeri telah 

tersedia; 

2. Bahwa Norma adersat perlindungan dan norma perbuatan apa yang akan 

dilindungi masih bersifat umwn dan abstrak; 

3. Bahwa bentuk perlidungan yang dilakukan dan diberikan apabila: 

3.l.warganegara yang berrnasalah dengan hukum, sehingga perlu 

pcndampingan hukum; 
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3.2.evakuasi karen a sebab bahaya beneana atau karena adanya 

pemutusan hubungan diplornatik; 

3.3.karena perselisihan antar sesama warga negara Indonesia, sehingga 

perlu mediasi; 

3.4.Keperluan Pencatatan sipil keperdataan, sepeti keJahiran, kematian, 

perkawinan dan perseraian, serta surat keterangan yang diperlukan 

saat berada di LN; 

4. Bahwa bentuk perlindungan spesifik terhadap PMl tidak diternukan; 

Meneermati pasal yang rnengatur perlindungan warga negara Indonesia di luar 

negeri sebagairnana tertera di atas, jelas mernperlihatkan bahwa perlidungan 

spesifik terhadap PMJ tidak ditemukan. Hal ini dapat dipahami karen a yang 

menjadi adresat nonna dalam UU HLN adalah warga negara. Jika dibubungkan 

dengan eksistensi PMI, maka dapat disebutkan seeara kategoris bahwa warga 

negara (Indonesia yang berada diluar negeri) adalah Genus. dan PMI adalah 

spesies. Seeara silogisme dapat dikatakan bahwa setiap PM! adalah warga negara 

indonesia yang berada (bekerja) diluar negeri. Tapi tidak setiap warga negara 

indonesia yang berada (bekerja) di luar negeri adalah PMI. Mereka adalah warga 

negara Indonesia (sernata) yang bekerja di luar negeri, yang dikeeualikan sebagai 

PMT (PMK 'PJSPMI 2017). 

Pola legislasi yang menggambarkan tentang Ketiadaan pengaturan 

perlindungan seeara spesifik terbadap PMI pada periode/masa bekerja dalam 

tatanan hukum Indonesia, mengkonfirmasi babwa saatnya dibutuhkan 

pengaturannya. 

Pengaturan perlindungan spesifik terhadap terhadap PMI pada periode/masa 

bekerja sangat urgen, mengingat varian PMI yang berklasifikasi berdokumen dan 

tidak berdokumen, PMI prosedural dan nonprosedural, PMI resmi dan tidak resrni. 

PMl berdokumen berubah menjadi tidak berdokumen dan beberapa varian lainnya. 

Terhadap PMI yang berdokumen, prosedural maupun resmi, jika tetjadi peristiwa 

hukum atas dirinya, PMI dengan varian seperti ini seeara konsepsional morrnatif 

memiliki posisi hukum kuat untuk dilindungi, apalagi jika dihubungkan secara 

spesifik terhadap akses perlindungan pemenuhan jaminan sosial kesebatan. Tidak 
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demikian balnya terhadap PM! yang tidak berdokumen, tidak prosedural, tidak 

resmi dan dari berdokumen menjadi tidak bcrdokumen, posisi hukum merck a 

sangat lemah. 

Fakta bukum berdasar penelusuran dalam penelitian ini, bahwa pola 

legislasi nasional belum spesifik mengadresat perlindungan jaminan sosial 

kesehatan PM! pada peroide/masa bekerja terhadap semua varian PMI yang ada. 

Padahal dari spektrum Cita hukum bangsa Indonesia yang tertuang dalam 

Pembukaan UUDRI 1945, dikaitkan dcngan eksistensi PMI, maka penegasan salah 

satu tujuan negara dalam Pembukaan "melindungi seluruh bangsa Indonesia dan 

selumh tumpah darah Indonesia" penting direnungkan. Penegasan konstitutifyang 

konstitusional ini mengirm pesan kuat bahwa negara dengan seluruh perangkat 

kelembagaan dan peraturannya didedikasikall untnk melindungi selumh dan 

berbagai varian PM! yang ada, tanpa klasifikasi dan pengecualian. 

Jika kementrian ketenagakerjaan telab berikhtiar kuat dan ballya mampu 

mellgantarkall sampai pada perlidungall jaminan sosial JKK yang hernuansa ultra 

vires, Ialu menyisakan roang kosong perlindungan terhadap PMI diantara fase pra 

dan Puma penempatan, karena terbatasi oleh ajaran kewenangan"onbevoeheid 

loci", kemudian legislasi nasional terkait perlindungan WNI di luar negeri oleh 

kemetrian Luar Negeri juga helum signifikan melakukan perlidungan, karena 

normanya masih umum dan abstrak, selanjutnya dipcrparah dengan kelembagaan 

BPJS kesehatan tak kunjung hadir mengakselerasi wewenang atrbutifyang melekat 

pada dirinya sebagai hadan penyelenggara jaminan sosial keschatan. maka harns 

ada inisiasi fundamental yang harns dilakukan. Kemenetrian ketenagakerjaan 

terdepan menggagas hal ini. Dalam kaitan mendorong soliditas menutup celah 

kosong legislasi nasional atas perlindungan PMl karen a UU HLN yang masih 

sumir, penting mengajak kementrian Luar negeri untuk bersama sarna merumuskan 

RUU yang khusus mengatur Tentang Perlindungan Warga negara Indonesia di luar 

negeri, yang di dalamnya mengatur tentang akses perlidungan jaminan so sial 

kesehatan PMI. Sejalan dengan hal itu, setelah melapor dan mendapatkan 

persetujuan dari Presiden, dirangkai-teruskankan pula menginisiasi terbentuknya 

badan penyelenggara Jaminan sosial dalam format jalur ke tiga. BPJS jalur ketiga 
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rnerupakan BPJS integratif khusus mcngatur PMI. Disebut BPJS integratif karena 

mempersatukan kembali seluruh varian jaminan sosial yang ada, da1am satu atap 

yang diberlakukan khsusus terhadap PMI, bukan terhadap peketja pada umumnya. 

Melalui skerna kelembagaan dan pola legislasi seperti yang dideskripsikan 

sebagaimana dalam narasi sebelumnya, maka seluruh varian klasifikasi dan 

kategoli PMI akan terlindungi, karena PM! yang tidak berdokumen, tidak 

prosedural, tidak resmi atau dari berdokumen rnenjadi tidak berdokumen schingga 

rnenjadi tidak resmi, yang selama ini dipersepsikan sulit terlindungi lewat saluran 

formal ketenagakerjaan, tetapi melalui pola legislasi yang digagas sangat mungkin 

menjadi terlindungi melalui kualifikasi dan kualitas sebagai warga negara 

Indonesia di luar negen. 

S.2.2.Ajaran umum tentang fungsional struktural 

Ajaran stlUktural fungsional sesunggulmya berhulu dari ajaran organism, 

yang menarnsilkan bahwa struktur dalam negara ibarat sebuah organisme tubuh 

yang tumbuh, fungsional karena secara sistemnya bekerja ditopang oleh bagian 

tubuh lainnya. Dalam kerangka demikian maka, jika ada satu bagian di dalam 

sistem yang terganggu fungsinya maka akan berpengaruh terhadap komponen lain 

dalam sistem itu. 

Berdasarpadaketentuan Pasall angka(2) UU SJSN, sistemjaminansosial nasional 

didefinisikan sebagai suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh 

beberapa badan penyelenggaraan jaminan sosial. Dengan Demikian jika 

dihubungkan antara ajaran fungsional struktural dengan SJSN, maka rancangan 

dan peletakan piranti sub sistemnya dengan membentuk dasar dasar pembentukan 

BPJS, mulai terasa tidak fungsional karena tidak adaptatif merangk"Um kebutuhan 

PM! yang memiliki karakter khas dan unik. Melalaui struktur kelembagaan BPJS 

seperti saat sekarang, layanan jaminan sosial rnengalami jaJan buntu. Berdasar 

ajaran umurn struktural fungsional. jika ada bagian dalam satu sistern terjadi 

kebuntuan, secara otomatis akan tercipta mal fungsi. Oleh karena itu agar sistem 

jaminan sosial nasional fungsional, diperlukan suatu ikhtiar terobosan untuk 
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mcmpcrlallcar kcbunruan p"da piranti sub sistcm kclcmbagaanllya yakn i tcrhadap 

BPJS. Secara skcmati s hal ini daapat d iliha t da lam Gambar 6. 

5.3. Menuju Skcma Pcrlindungan Jamsoskes PMI yang Intcgr:l tif. 

Aim ana l isis yang tc lah dinarasikan pada bagian scbelumnya, tclah tersusun 

menunH skema fri edman. Pada bagian ini akan dilakukall s istimat isasi alas aim 

anal is is iru dCll gan mcnghadirkan Pct<l konfigur<lsi analisisnya, mclahirkan h'll 

ckstrak seh ingga merangkum poin-poin bcsar yang fundamcntal dan slratcgis , yang 

pad:! akhirnya mendsekripsikan teutang jalinan :!rgumentas i-argul11cntasi yang 

mengarah pada terbcntuknya skema integrntif pcrlidungan Jarnsoskes terhadap 

PM!. 

C:llubar 6: Struktur Kclcmbagaan Pcrlindung!1P J:uuinan Sosia l bagi Pi\U 

Er(J= 
SJS 

:.:_ .. ____ J Penyelenggara JS'JmSNsos sebelum L ___ ~_ 
___ era _--- --

PT. 
JAMSOSTEK 

Jamkes, 

PT. TASPEN ASABRI PT. ASKES 

Pensiun, JK. Pensiun, JK Jamkes 

IPNS) ITNI, 

BPJS 

KETENAGAKERJAAN KC:SEHATAN 

Pekerja Migran Indonesia (PMI) 

Belum terlindungi, sehingga ti dak 
terlayani 
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Dalam buku pelajaran tentang hak asasi manusia, dipcrkenalkan istilah yang 

sesungguhnya merupakan ajaran, yakni derogable right dan underogable right. 

Ajaran ini menerangkan bahwa terkait soal hak asasi manusia, pemenuhan atasnya 

berkategori, herupa ada yang tidak dapat ditunda pemenuhannya serta ada yang 

dapat dittmda pemenuhannya. Hak yang tidak ditunda pemeJiuhannya disebut 

sebagai fundamental right, sementara hak yang dapat ditunda pemenuhanllya 

adalah human right. Selain perumpunan hak asasi asasi manusia menurut spektrum 

sepelti sebelumnya, terdapat pengelompakan terhadap hak asasi manusia dalam 

rumpun, Sipil Polilik (SIPOL), Ekonomi sosial budaya (Ekosob). 

Hak fundamental sesungguhnya hanya salu. Yakni hak hidup. Oleh karena 

itu hidup seseorang tidak dapat ditunda meski hanya semenit saja, harus secara 

kontinyu selia konsisten dilindungi. Berbeda halnya dengan hak sipol, semisal akte 

lahir, pemenuhannya dapat ditunda. Pun demikian terhadap hak ekosob, semi sal 

hak memperoleh pendidikan, Hak ini pun dapat ditunda pemenuhannya. Mengapa 

hak sipol dan hak ekosob dapat ditunda pemenuhannya? Karena seseorang yang 

tidak memiliki akte lahir dan/atau seseorang menjdi pintar atau tidak pintar, tidak 

seketika akan terenggut hak (waktu) hidnpnya, tidak seketika mati. 

Terkait hal yang digambarkan di atas, maka bagaimana dengan hak (alas) 

kesehatan? Hak (atas) kesehatan merupakan hak ekosoc, tapi dalam pemenuhan 

atasnya tidak dapat ditunda, atau setidak tidaknya sekuat tenaga harus dipenuhi. 

Kenapa demikian, karena hak (atas) kesehatan merupakan hak derivatif dari hak 

fundamental yang tidak dapat ditunda pemenuhannya. 
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BABVI 

RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA 

Pcnelitian in; merupakan rallgkaian dari pene\iti:m-penelitian terdahulu yang 

diharapka n dapal mcncapai tltiuan dari kcscluruhan pcncii li an, yairu : scbagai 

hulunya adalah konscp-kollscp hUk."U111 kcschatan inlcrnasional yang bcrkcadilun; 

dan di hil imya adalah naskah mncangan pewturan dan kcbija kun mengcna; 

perlindungan kesehatan tenaga kcrja Indonesia di luar ncgt!ri. Pada IlIhnp pcrtmna 

pend;lian 1m tcl uh dilakukan idcnt ifikasi unsu r-unsur dalam stntktUT 

pcnycicllggaraaan jaminan social bag; PMI di !Har ncgcri, ya ng nant inya akan 

digunaknn sebagai batu anjak bag; penditian tahap kedua. Pcncl iti an !"hap kedun 

aka n Icb ill difokuskan pad a pcrumusan skcma pcrlindungan kesehntan pekeJja 

migra n Indones ia di luar negcri ya ng mcngintcgrasikan jaminan soc ial 

kctcnagakcrjaan dan jaminan soc ial kcsehatan, kh ususnya berkcllilan dcngan 

pcmodclan skema yang idcal dan visibility pcngi ntcgrasian lcmbaga jaminan 

kctcnagakcrjaan dan jmninan social kcschatan d<llam pcrlindungan PMl di luar 

!lege ... . 

PERPUl;TAIV" ". 
UNIVERSITAS AIALANGG" 

SURA6AYA 
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. 
\ 
• 

7.I .Kesimpulan 

<l. Po la Icgis las i dalam s istcm J.mllnan sos ia1 nas ional bclum cukup hcmrti 

mcl indungi PM t. Hal iui dupal ditunjukkan mclalui il spck sublansi, stmkwr dan 

kuhur. Dari aspek substansi, adresat norma yang berkonscp spesifik lcknis 

tc rkait eksistclIsi pcrli ndungall pckelja migr'lIl indollcs in masi h kosong. Da ri 

aspck suuktur hukum, pclcmbagaan j aminan 50sia1 nasiona1 yang diwuj udkan 

da lam bellluk hadan pcnyclcnggara j aminan sosia l dcngan pola duaja lur, yailu 

BPJS ketenaga kerjaan dan BPJ S kcsehalan, cla lam pelaksanaannya lidak 

adaptat if dan signifikull mclindungi hak konstitusionul PM !. Ii al ini terhubung 

dcngan ku h ur pclaksanaan jaminan 505ia l kctenagilkcrj aan yang sclama ini 

Jlc rnah d il aksill1akan o lch PT. JA.tVlSOSTEK yang mcmbcrikan layanan 

j nminan sosial mclipllli jaminan sosial kcschatnn mnupllll jaminan sos ial 

kctcnagakclja;m. 

h. Adresa t norma yang bcrkollscp spcsifik tekn is melindungi PM I hanya 

di tcmukan dalam peraturan perund3nga-undangan scktoral bidang 

kc tcnagakcrj aall khustl snya Pcnn cnakcr No.7 Talmo 201 7 lCl1lang Program 

.Iami nan Sosial Tcnaga Kcrja Indoncsia. Jaminan pcrl indungan da lam 

Pcnm: nakcr Icrscbut mr.s ih scba las terhadap PM I pad a fase pra-pcncmpatan, 

dan puma penc lll patan. Pada fasc pcr:cmpatan, ti dak tcrscdi a jam inan 

pcrlindun grl.11 tcrhada p PM!. Jika ditclaah Icbih ccnn at , pcrli ndungan jalll inan 

sosia l terhadap PM I lerscbut, bani scbalas jaminan sosial kctcnagakcrjaan, 

bclul11 Ille lipllti jaminan sosial kesehalan . Pada lil ik ini jelas mcmperli halkan 

bahw<J bclu lll te ri nlcgras inya pcrlindungan PM I di dal am si stf.: 1ll j ami nan sosial 

nns ionn l; 

c. Dalam Pela Ja lanJaminan KcsehatanNasional 2012·2019 tidak ditemukan 

pctunj uk tClllang arah pl.!rl indunga n tcrhadap PM !. Dalam pcta jalan tersebut 

ya ng bcrdurasi hingga Tahun 2019, disamping mcrcn langkan hal -hal dasar 

lcrka it dcngan mnsn pCr:llihan, systcm building dan masa crcktir operasioanai 

BPJS kesehatan (sejak l anuari 20 14), juga Icrgambarkan tentang target 
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kepesertaan BPJS kesehatan. Terhadap target kepesertaan BPJS Kesehatan itu, 

tidak tcrgambarkan kategorisasi kcpesertaan PMI, sehingga eksistensi PMI 

melebur dalam kepesertaan BPJS Kesehatan seeara umum; 

d. Kemertaan PMI pada BPJS Kesehatan berkhal'akter khas dan unik, mengingat 

di satu sisi sebagai peserta, di sisi yang lain PMI adalah warga Negara yang 

bekerja di luar negeri. Kekhasan dan keunikall tersebut, diperkaya pula dengan 

varian-varian PMI dalam klasifikasi-klasifikasi: prosedural dan non-prosedural, 

documented-undocumented, resmi dan tidak resmi, beserta turuao varian 

tainnya; 

e. perliodungan terhadap jaminan sosial kesehatan PMI masih jauh dari harapan. 

Hal itu disebabkan beberapa hal, seperti: seeara substansi belum terintegrasi, 

seeara kelernbagaan tidak responsive dan adaptif karena t.erpengaruh aspek 

kultur, serta pentingnya pelibatan berbagai sector terkait. Berdasar realitas itu, 

tim peneliti menggagas skema perlindungan integrative jaminan sosial 

kesehatan terhadap PMI. 

7.2.Saran 

a. Melalui skerna penyelenggara jaminan sosial, BPJS Kesehatan seharusnya 

berinisiatifberperan menginisiasi rneJindungi hak konstitusional PMI. 

b. PerIu dirumuskannya gagasan untuk rnendorong terumuskannya adresat norma 

spesifik teknis terhadap PMI karena karakteristik PMI yang khas dan unik 

berbeda dengan kepesertaan BPJS Kesehatan lainnya. 

c. Untuk melindungi hak konstitusional PMJ, BPJS Kesehatan dan BPJS 

Ketenagakerjaan hams melibatkan Kementrian Luar Negeri, sebab dalam 

tatanan praktek, perlindungan dan pemenuhan jaminan hak PMI sulit dilakukan 

terhadap PMI yang tidak prosedural, tidak berdokumen dan tidak resmi, karena 

perlindungan terhadap PMI seeara fonnallebih mudah dilakukan. 

d. Oleh karena itu. berdasar amanah dalam Pembukaan UUD RI 1945 yang 

meletakkan kewajiban Negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan 

seluruh tumpah darah Indonesia, jika perlindungan terhadap PMl yang tidak 

prosedural, tidak berdokumen dan tidak rcsmi sulit untuk dilakukan. maka 
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Ncgara harns hadir sebagai deux ex macina untuk. melindungi mereka yang 

bukan berkualifikasi sebagai PMI, tetapi sebagai warga Negara Indonesia yang 

berada di luar negeri. 
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